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ABSTRAKSI
Laode Risman, NIM E111 10 012, Analisis Proses Pembentukan
Kabupaten Buton Selatan (Studi Tentang Rancangan Undang-Undang
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan). Dibimbing Oleh Prof. Dr. M.
Kausar Bailusy, M.A Sebagai Pembimbing I dan Dr. Muhammad Saad,
M.A Sebagai Pembimbing II.
Pembentukan daerah otonom baru telah membuka ruang kepentingan
elite lokal tidak hanya menerima kewenangan pemerintah pusat tapi juga
turut mengupayakan agar jaminan kesejateraan masyarakat menjadi pilihan
pertama dalam agenda reformasi di tingkat lokal. Sekalipun pembentukan
daerah otonom baru memiliki prioritas terhadap pembangunan di daerah
namun hal tersebut sangat sulit di capai kalau tidak ada peran elite-elite lokal
mengawal pembentukan daerah yang di usulkan sampai pada pembahasan
pemerintah pusat.
Usulan pembentukan daerah Kabupaten Buton Selatan masuk dalam
agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang komisi II DPR RI.
Keputusan tersebut termaksud dalam Rapat Badan musyawarah DPR RI
tanggal 24 Mei 2012 dan surat pimpinan DPR RI nomor: TU.04/04966/DPR
RI/V/2012 tanggal 25 Mei 2012. Sehubungan dengan hal tersebut penulis
tertarik mengkaji masalah ini karena Komisi II DPR RI melakukan moratorium
Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Buton
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe
deskriptif dengan tujuan menggambarkan Bagaimana peran elite lokal dan
masyarakat dalam proses pembentukan Kabupaten Buton Selatan
meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) pada tingkat pusat. Penulis
menggunakan analisis secara kualitatif berdasarkan laporan dan catatan
yang ditemukan dilapangan. Dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara mendalam, serta data sekunder yaitu studi pustaka dan
dokumen.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam upaya meloloskan
pembahasan Rancangan Undang-Undang kabupaten buton selatan pada
tingkat pusat, elite lokal membentuk Tim khusus untuk membangun
komunikasi secara informal dengan elite pusat yakni Komisi II, Mendagri
maupun DPD RI. Sedangkan di tingkat lokal peran masyarakat yakni
menggunakan tekanan politik dengan mengumpulkan massa perwakilan
tokoh masyarakat dan tokoh adat dari daerah Kabupaten Buton Selatan hadir
di depan kantor DPR RI komisi II. Alhasil pembahasan Rancang Undang-
Undang (RUU) kabupaten buton selatan dapat di sahkan menjadi Undang-
Undang Nomor 16 Pembentukan Kabupaten Buton Selatan tahun 2014.
Kata Kunci: Pembentukan Daerah, RUU, Elit lokal, Masyarakat
vABSTRACT
Laode Risman, NIM E111 10 012, Forming Process Analysis Buton
District South (Studies Establishment Bill Buton District South).
Supervised by Prof. Dr M. Kausar Bailusy, MA As a Supervisor I and Dr.
Muhammad Saad, M.A As Supervisor II.
The formation of new autonomous regions have allowed local elites
not only accept the authority of the central government but also to strive for
the welfare of society guarantees the first choice in the reform agenda at the
local level. Although the formation of a new autonomous regions have priority
to development in the area but it is very difficult to accomplish if there is no
role of local elite escort formation of the proposed area to the discussion of
the central government.
Proposed establishment of the South Buton District area on the
agenda Draft Law Commission II House of Representatives. The decision
referred to in the deliberations Board Meeting House of Representatives on
May 24, 2012 and the letter of the leadership of the House of Representatives
number: TU.04 / 04 966 / DPR / V / 2012 dated May 25, 2012. In connection
with this the authors are interested in reviewing this issue because the
Commission II held a moratorium Bill Buton district formation
The method used in this research is descriptive with the aim of
describing What is the role of local elites and society in the process of
formation of Buton district south passed the Bill (the Bill) at the central level.
The author uses a qualitative analysis based on reports and records were
found in the field. With data collection through interviews, as well as
secondary data, literature and documents.
The results showed that in an effort to escape the discussion of the
Draft Law on Buton district south at the central level, the local elite to form a
special team to establish an informal communication with the central elite
Commission II, Minister of Internal Affairs and DPD. While the role of the
community in which the local level using political pressure to collect masses
of community leaders and representatives of traditional leaders from the area
South Buton present in front of the House of Representatives Commission II.
As a result of the discussion of the Design Act (Bill) Buton district in the south
can be separated into Law No. 16 Formation of South Buton District 2014.
Key Word: Formating Region, Bill, Local Elite, Community
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perkembangan negara modern, Ideologi demokrasi menjadi pilihan di
banyak negara sebagai konsep dalam menjalankan tatanan pemerintahan.
Demokrasi dianggap sangat dekat dengan konsep kedaulatan rakyat yang
menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, Sehingga
sinergisitas kedua konsep ini adalah bagaimana membentuk suatu
pemerintahan yang didasarkan atas kehendak bersama dan untuk
menjalankan kepentingan rakyat banyak (maslahatil ‘ammah).1 Salah satu
perwujudan Demokratisasi di Indonesia adalah keberadaan konsep
desentralisasi pemerintahan sejak era reformasi,2 sebagai anti tesis dari
konsep sentralisasi yang diterapkan Orde Baru.
Aturan Undang-Undang menyebutkan desentralisasi atau
Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
1 Syahda Guruh Langkah Samudra, Menimbang Otonomi VS Federal; Mengembangkan
Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia, Cet-I,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000). Hal. 131-132.
2DR. J. Kaloh (2007), MENCARI BENTUK OTONOMI DAERAH, Implikasi terjadi pergeseran
fokus kekuasaan dari pusat ke daerah karena agenda politik nasional baru dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  melalui; Tap MPR No.XV/MPR/1998, tentang
Penyelengaraan Pemerintahan daerah; Pengaturan; dan Pemamfaatan sumberdaya
Nasional yang berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam
kerangka NKRI. Hal 57
2pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3
Desentralisasi secara umum dikategorikan ke dalam dua perspektif
utama, yakni perspektif desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi.
Perspektif desentralisasi politik menerjemahkan desentralisasi sebagai
devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;
sedangkan perspektif desentralisasi administrasi diartikan sebagai
pendelegasian wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah.4
Dampak desentralisasi telah menyebabkan Wilanyah Negara
Kesatuan Republik Indonesia menjadi terbagi atas Daerah Provinsi, Daerah
Kabupaten dan Kota melalui pembentukan daerah otonom (DOB) yang
memiliki batas daerah tertentu, mempunyai hukum dan masyarakat serta
pemerintahan tersendiri yang berwenang mengatur segalah bentuk
kepentingan berdasarkan aspirasi masyarakat. Disamping pecah wilayah-
wilayah program pemerintah pusat tersebut telah menyuburkan kedudukan
elite lokal berpartisipasi dalam pembentukan daerah otonom baru.
3 UU. 32 tahun 2004, Pasal (1) ayat 2 Pemerintahan Daerah.
4Syarif Hidayat, Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Ke Depan, (Jakarta:
Pustaka Quantum, 2000). Hal. 23.
3Maraknya praktik pembentukan daerah otonomi baru dalam kurung
waktu satu dasawarsa terakhir telah mengakibatkan ledakan jumlah provinsi
dan kabupaten/kota di Indonesia semakin bertambah. Sebagai perbandingan
pada masa sebelum reformasi jumlah daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
di Indonesia adalah pada sebelum tahun 2000 Indonesia memiliki 27 provinsi.
Namun setelah pada reformasi banyak provinsi yang dibentuk melalui
pemekaran menjadi dua rata-rata provinsi dengan luas daerah yang cukup
besar. hingga Sampai saat ini jumlah provinsi di Indonesia mencapai 34
provinsi, 514 kabupaten dan 93 Kota Madya.5
Kabupaten Buton sebagai contoh nyata, secara kronologis formal tiga
kali pemekaran, pertama pada 21 Juni 2001 keluarnya UU Nomor 13 Tahun
2001 menetapkan Bau-Bau sebagai Kota Otonom. Kemudian pada tahun
2003, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, Kabupaten
Buton mengalami pemekaran dengan terbentukanya Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Bombana. Dengan demikian maka Kabupaten Induk Buton
telah mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Buton, Kabupaten
Wakatobi, Kabupaten Bombana, dan Kota Otonom Bau-Bau. Saat ini
kabupaten Buton kembali akan melakukan pembentukan Kabupaten Buton
Selatan dan Kabupaten Buton Tengah.
5 Daftar jumlah provinsi, kabupaten dan kota se-indonesia tahun 2013, menendagri
htt://otda.kemendagri.go.id/index.php/data-otda/data-provkabkota, diakses pada tanggal  17 juni 2014
4Praktek pembentukan daerah otonom baru di aras lokal di sebabkan
peranan elite lokal yang tumbuh menjadi bibit mematikan bagi pemerintah
pusat bahkan tak luput dari perebutan kekuasaan elite diaras lokal. Dalam
pandangan Robi Cahyadi (2007), perebutan kekuasaan untuk menjadi orang
nomor satu pada daerah baru, semakin menunjukkan faktor politik lebih
dominan, karena pihak-pihak yang bermain adalah pemain lama dalam
jajaran birokrat daerah sebelumnya.
Peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan mengatasnamakan
masyarakat pada daerah tertentu menjadi modal untuk merealisaikan
pembentukan daerah otonom baru. Ditunjang dengan minimnya sarana dan
prasarana, yang nantinya menjadi proyek prestisius bagi penguasa lokal.6
Peraturan Pemerintah Nomor. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara
Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan daerah memang sudah
sangat jelas mengatur tata cara dan teknikalitas pembentukan daerah baru
namun regulasi itu dalam implementasinya tidak berjalan simetris dengan
proses politik yang terjadi, semua kriteria yang sudah terukur jelas menjadi
kabur ketika prosesnya menjadi sangat politis. Dalam nuansa politik yang
kental demikian, politik menjadi determinan atas aturan sehingga kerangka
6 Robi Cahyadi, “Pemekaran Daerah Dalam Prespektif Rakyat,” dalam http://fisip-
pemerintahan.unila.ac.id, akses 19 desember 2013 pukul 20. 14 WIB.
5normatif yang menjadi prasyarat pembentukan daerah otonom baru justru
terabaikan.
Afan Gaffar berpendapat bahwa aturan (hukum) memang tidak berada
dalam keadaan yang vakum, tetapi mengikuti environment tertentu, sehingga
antara hukum dengan environment tersebut terjadi hubungan yang kait
mengkait.7 Keadaan itulah yang menimbulkan celah terjadinya potensi
kerjasama elite lokal yang ingin dimekarkan dan aparat pemerintah pusat
termasuk DPR sehingga prosedur pemekaran yang berdasarkan hasil
penelitian yang dibuat oleh daerah yang ingin dimekarkan tersebut,
mengandung potensi yang besar untuk dimanipulasi.8
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR-melalui
kesepakatan politik-sepakat untuk melakukan moratorium (RUU) pemekaran
daerah di tahun 2009. Namun tersebut sejatinya tidak akan mampu
menghentikan aspirasi daerah dan gerilya politik lokal bagi lahirnya daerah
baru yang nyata-nyata telah memiliki dasar hukum, yakni di jamin dalam
undang-undang.9
Tahun 2012 jumlah daerah yang mengusulkan DOB semakin
bertambah, ekspresi tersebut dapat dilihat melalui catatan DPR RI ada
7 Affan Gaffar, “Pembangunan Hukum dan Demokrasi,” dalam Moh. Busyro Muqoddas dkk.
(peny.), Politik Pembangunan Hukum Nasional, (Yogyakarta: UII Press, 1992). Hal 104.
8 Lukman Santoso Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia. Jurnal
Supremasi Hukum Vol. 1, No. 2, Desember 2012 Hal. 280
9 Bambang Purwoko, “Moratorium Pemekaran Daerah,” dalam Kedaulatan Rakyat Edisi 16
Juli 2010. Hal. 15.
6ratusan proposal yang masuk dalam pengajuan pembentukan daerah otonom
baru pada Komisi II DPR RI namun hanya 19 RUU DOB yang masuk daftar
pembahasan DPR RI termasuk usulan pembentukan Kabupaten Buton
Selatan.
Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 24 Mei 2012
dan surat pimpinan DPR RI nomor: TU.04/04966/DPR RI/V/2012 tanggal 25
Mei 2012, menyetujui penanganan 19 (Sembilan belas) Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang pembentukan daerah otonom baru. Dalam
laporannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, Ketua Komisi II DPR RI, Agun
Gunanjar menyampaikan bahwa pembahasan ke-19 RUU itu sudah dimulai
pada tanggal 13 Juni 2012.
Agun Gunanjar mengungkapkan hingga akhir tahun tahun 2012,
Komisi II sudah menyelesaikan pembahasan 12 RUU dan sudah
disahkan menjadi UU. "Dalam Rapat Paripurna tanggal 25 Oktober
2012 telah disahkan 5 RUU menjadi undang (UU). Selanjutnya pada
Rapat Paripurna bulan desember 2012 telah disahkan 7 RUU menjadi
UU.10
Diantara 19 (Sembilan belas) RUU DOB terdapat pula 4 (empat) RUU
dari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).11 Salah satu diantaranya yakni
Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten Buton Selatan yang telah
10 Lihat laporan Rapat Paripurna komisi II DPR RI mengeluarkan 2 (dua) RUU yakni
Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Kabupaten Konawe Kepulauan,
Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
11 (1) RUU Kabupaten Muna Barat, (2) RUU Kota Raha;
(3) RUU Kabupaten Buton Tengah, (4) RUU Kabupaten Buton Selatan
7disepakati oleh pemeritah pusat. Dikeluarkanya Rancangan Undang-Undang
(RUU) Kabupaten Buton Selatan yang didasarkan pada keputusan tingkat I
dan Tingkat II, meliputi:
1. Keputusan DPRD Kab. Buton No. 10/ DPRD/2008 Tangal 10 Mei
2008 tentang Persetujuan Penetapan Pembentukan Calon Kab.
Buton Selatan.
2. Keputusan bupati Buton No. 154 tahun 2008 tanggal 18 maret
tentang persetujuan nama calon kabupaten Buton selatan.
3. Keputusan bupati Buton No. 155 tahun 2008 tanggal 18 maret
tentang persetujuan Lokasi Calon Ibukota kabupaten Buton selatan.
4. Keputusan bupati Buton No. 156 tahun 2008 tanggal 18 maret
tentang persetujuan pelepasan kecamatan yang menjadi cakupan
wilayah  Calon Kabupaten Buton Selatan.
5. Keputusan bupati Buton No. 157 tahun 2008 tanggal 18 maret
tentang persetujuan pemberian dana hibah untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintah  calon kabupaten Buton selatan;
6. Keputusan bupati Buton No. 158 tahun 2008 tanggal 18 maret
tentang persetujuan pemberian dana penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah pertama kali calon kabupaten Buton selatan;
7. Keputusan bupati Buton No. 159 tahun 2008 tanggal 18 maret
tentang persetujuan penyerahan kekayaan daerah/sarana dan
prasarana yang berada dalam cakupan wilayah Calon Kabupaten
Buton Selatan;
8. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara No. 03 tanggal 22
mei tahun 2008 tentang persetujuan pembentukan daerah otonom
Kabupaten Buton Selatan;
89. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara No. 355 tanggal 5
juni tahun 2008 tentang persetujuan pembentukan daerah Otonom
Kabupaten Buton Selatan;
10. Keputusan DPRD Kab. Buton No. 13/DPRD/2010 Tanggal 2 juni
2008 tentang Persetujuan lokasi Ibukota Calon Kabupaten Buton
Selatan;
11. Keputusan DPRD Kab. Buton No. 14/DPRD/2010 Tanggal 2 juni
tentang Persetujuan pelepasan kecamatan yang menjadi cakupan
wilayah  Calon Kabupaten Buton Selatan;
12. Keputusan DPRD Kab. Buton No. 15/DPRD/2010 Tanggal 2 juni
tentang Persetujuan dana hibah untuk penyelenggaraan
pemerintahan Calon Kabupaten Buton Selatan;
13. Keputusan DPRD Kab. Buton No. 16/DPRD/2010 Tanggal 2 juni
tentang Persetujuan pemberian dukungan dana hibah untuk
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pertama kali Calon
Kabupaten Buton Selatan;
14. Keputusan DPRD Kab. Buton No. 17/DPRD/2010 Tanggal 2 juni
tentang Persetujuan penyerahan kekayaan daerah/ sarana dan
prasarana Calon Kabupaten Buton Selatan;
15. Keputusan Bupati Buton No.411 Tanggal 7 juni tahun 2010 tentang
Persetujuan pelepasan kecamatan yang menjadi cakupan wilayah
Calon Kabupaten Buton Selatan;
16. Keputusan Bupati Buton No.412 Tanggal 7 juni tahun 2010 tentang
Persetujuan pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan Calon Kabupaten Buton Selatan
17. Keputusan bupati Buton No. 413 tanggal 7 juni tahun 2010 tentang
pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai pemilihan
pilkada pertama kali pada calon kabupaten Buton selatan;
918. Keputusan bupati Buton No. 414 tanggal 7 juni tahun 2010 tentang
persetujuan penyerahan kekayaan daerah/sarana dan prasarana
yang berada dalam cakupan calon kabupaten Buton selatan;
19. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara No. 8 tahun 2010
tanggal 16 juni tentang penyempurnaan atas keputusan DPRD
sulawesi tenggara No. 3 tahun 2008 tentang persejutuan
pembentukan daerah otonomi kabupaten Buton selatan;
20. Keputusan gubernu Provinsi Sulawesi Tenggara nomor: 355 tahun
2010 tentang perubahan atas keputusan Gubernur nomor: 357
tahun 2008 tentang persetujuan pembentukan daerah otonomi baru
kabupaten Buton selatan.
Badan Legislasi Nasional mencatat dari 19 (Sembilan belas) RUU
yang masuk dalam daftar pembahasan Balegnas, RUU kabupaten Buton
selatan (Busel) yang cukup memakan waktu yang panjang bahkan hampir
deadlock. Alotnya pembahasan RUU Kabupaten Buton Selatan tidak hanya
datang dari ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI tetapi malah lebih kencang
berhembus dan banyak datang dari daerah Induk Kabupaten Buton.
Puncaknya pada tanggal 11 juni 2013 Badan Legislasi Nasional
mengeluarkan surat untuk Morathorium RUU Kabupaten Buton selatan.
Morathorium (penundaan) RUU Kabupaten Buton selatan datang dari dua
arah. Pertama; Badan Legislasi Nasional (Baleg) pembahasan Kabupaten
Buton Selatan mendapat penentangan karena Pemerintah Kabupaten Buton
selaku kabupaten Induk melanggar pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor
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13 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Bau-Bau yakni belum melakukan
penyerahan asset sampai saat ini, dalam arti penyelewenangan
wewenangan.12 Kedua; Morathorium RUU DOB Kabupaten Buton Selatan
persoalan penempatan Ibukota Kabupaten Buton Selatan.
Berdasarkan fakta-fakta diatas penulis tertarik untuk melakukan
penelitian untuk menggambarkan peranan elite lokal dan masyarakat dalam
merumuskan segalah keputusan politik terhadap pembentukan Kabupaten
Buton Selatan ditingkat pusat. Fokus penelitian ini yakni “Analisis Proses
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan (Studi tentang Rancangan
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan)”.
12 Hasil wawancara La Ode Tarmin (Ketua Panitia Pembentukan kabupaten Buton selatan)
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B. RUMUSAN MASALAH
Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang akan diteliti mengenai
“Analisis Proses Pembentukan Kabupaten Buton Selatan (Studi tentang
Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan)” maka
penulis membatasinya pada persoalan sebagai berikut :
1. Bagaimana Peran Elite Kabupaten Buton dalam Proses Pembentukan
Kabupaten Buton Selatan?
2. Bagaimana Peran Masyarakat dalam Proses Pembentukan
Kabupaten Buton Selatan?
C.  TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum peneliti
bertujuan untuk mendeskripsikan dan Analisis Proses Pembentukan
Kabupaten Buton Selatan (Studi tentang Rancangan Undang-Undang
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan)”. Secara khusus penelitian memiliki
Tujuan dan Kegunaan sebagai berikut;
1. Penelitian bertujuaan;
a. Untuk Menggambarkan Bagaimana peran elite lokal dalam
meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) proses
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Tingkat Pusat;
b. Untuk mengetahui Bagaimana peran masyarakat dalam Proses
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan.
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2.  Kegunaan Penelitian;
a. Memperkaya literatur secara teori serta bahan kajian ilmu politik
dalam upaya perkembangan disiplin keilmuan.
b. Menggambarkan fenomena sosial-politik yang ada.
c. Menganalisis secara ilmiah Proses Pembentukan Kabupaten Buton
Selatan terutama Studi tentang Rancangan Undang-Undang (RUU)
Kabupaten Buton Selatan di Tingkat Pusat.
d. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan
pembelajaran di penelitian-penelitian berikutnya. Terkait analisis
proses Pembentukan Kabupaten Buton Selatan tentang
Rancangan Undang-Undang Kabupaten Buton Selatan.
D.  MANFAAT PENELITIAN
Berdasarkan tujuan dan kegunaan masalah di atas, maka secara
umum peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan dan Analisis Proses
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan (Studi tentang Rancangan Undang-
Undang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan)” Adapun mamfaat
Penelitian memiliki adalah sebagai berikut;
1. Manfaat akademis; penelitian ini diharapkan memberi sumbangsi
akademis dalam studi ilmu politik khususnya pada tema
Pembentukan Daerah otonomi dan Penguatan analisis
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Pembentukan Daerah daerah dalam bentuk Rancangan Undang-
Undang. Penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi bagi
pengembangan ilmu politik sehingga menginspirasi peneliti lainya
untuk meneliti lebih jauh.
2. Manfaat Praktis;
a. Sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi gelar sarjana Ilmu
Politik.
b. Sebagai sarana pengembangan ilmu penulis secara pribadi.
c. Diharapkan penelitian ini bisa membantu  seluruh masyarakat
dalam memahami analisis proses Pembentukan Kabupaten Buton
Selatan studi tentang Rancangan Undang-Undang (RUU)
Kabupaten Buton Selatan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Dalam hal menganalisis proses pembentukan Kabupaten Buton
Selatan terkait dengan Studi tentang Rancangan Undang-Undang (RUU),
penelitian ini menggunakan landasan teori elite, peran masyarakat dan teori
pembentukan daerah. Teori elite berguna untuk menjelaskan dan
mengambarkan bagaimana elite lokal dapat meloloskan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Kabupaten Buton Selatan pada tingkat pusat, serta Peran
Masyarakat di gunakan untuk melihat bagamana peran masyarakat dalam
pembentukan Kabupaten Buton Selatan Sedangkan teori Pembentukan
Daerah membantu untuk melihat jalannya pembentukan Kabupaten Buton
Selatan menurut aturan yang berlaku.
A. TEORI ELITE
Secara etimologi istilah elite berasal dari kata latin eligere yang berarti
memilih. Pada abad ke 14 istilah ini berkembang menjadi a choice of persons
yang artinya orang terpilih. Kemudian pada abad ke 15 dipakai untuk
menyebutkan best of the best (yang terbaik dari yang terbaik). Selanjutnya
pada abad ke 18 dipakai dalam bahasa Perancis untuk menyebut
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sekelompok orang yang memegang posisi terkemuka dalam suatu lapisan
masyarakat.13
Elite menurut Suzzane Kelle, berasal dari kata elligere, yang berarti
memilih, dalam perkataan biasa kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan
atau bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia atau juga orang-orang
yang menduduki posisi yang tinggi. Dalam arti umum elite merujuk pada
sekolompk orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan
tertinggi. Dengan lain, elite adalah sekelompok warga masyarakt yang
memiliki kelebihan daripada masyarakat lainya sehiingga menempati
kekuasaan sosial diatas warga masyarakat lainya.14
Amitai Etzioni, definisi elite sebagai kelompok aktor yang mempunyai
kekuasaan. Sedangkan menurut Bottomore, istilah elite secara umum
digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok fungsional dan pemangku
jabatan yang memiliki status tinggi dalam suatu masyarakat.15
Elite politik memiliki kedudukan dalam kasta masyarakat. Dalam
konteks pembentukan daerah otonom, elite memiliki peran sentral dalam
upaya meloloskan usulan pembentukan daerah menjadi daerah otonom baru.
Dan kehadiran elite dalam mengusulkan pembentukan daerah tidak dalam
13 Ibid. hal 35
14 Suzzane Keller, Penguasa dan Kelompok Elite (Peranan elite Penentu Dalam masyarakat modern).
PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 1995, Hal.33.
15 Agus Setiyanto, Elite Pribumi Bengkulu, penerbit Balai Pustaka : 2001. Hal. 77.
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posisi tunggal selalu mengalami pergantian pada setiap aspeknya seperti
Presiden, gubernur, walikota/bupati merupakan elite yang berada pada
tataran eksekutif dalam hal ini pemerintah dan juga elite dalam bidang DPRD,
DPR, DPD.
Lasswell berpendapat bahwa elite sebenarnya bersifat pluralistik.
Sosok elite (tidak bersifat tunggal), orangnya sendiri berganti-ganti pada
setiap tahapan fungsional dalam proses pengambilan keputusan dan
peranan pun bisa naik turun tergantung situasinya. Bagi Lasswell, situasi itu
lebih penting karena dalam situasi peranan elite tidak terlalu menonjol dan
status bisa melekat kepada siapa saja yang kebetulan mempunyai peranan
penting.16
Era reformasi yang menghadirkan antara lain nilai kebebasan, menjadi
momentum penting bagi terjadinya kesepakatan politik elite untuk
mengajukan aspirasi pembentukan daerah. Usulan daerah otonom sangat
kuat dengan perspektif politik desentralisasi yang menekankan pada usaha
penyebaran kekuasaan pemerintahan. Artinya, penyerahan kekuasaan dalam
hal tertentu, bukan hanya terjadi pada tataran pusat kepada daerah, tetapi
juga antar daerah itu sendiri. Analog yang lebih luas atas perspektif ini juga
dijelaskan oleh Syarif Hidayat tentang devolution of power daripada sekedar
16 Jayadi Nas (2007). Konflik Elite Di Sulawesi Selatan (analisis pemerintah dan politik lokal (LEPHAS)
Makassar. Hal. 35.
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dibidang pemerintahan, dengan mengacu pada pendapat Smith (1985),
bahwa: “the transfer of power, from top level to lower level, in a territorial
hirachcy, which could be one of government within a state, or offices withn
large organization”.17
Devolution of power kalau dibatasi pada tataran pemerintahan,
biasanya diawali oleh adanya usaha menuju konsensus di antara elite yang
ada, dalam rangka merumuskan alasan mendasar terkait pemekaran.
Artinya, konsensus elite menjadi variabel bebas yang menggerakkan agenda
pembentukan daerah otonom yaitu pada konteks memobilisasi sumber daya
politik terkait tujuan yang ingin dicapai. Devolution of power dalam konteks
pembentukan daerah baru menempatkan peran elite menjadi penting agar
terdapat dukungan signifikan bagi tujuan yang ingin dicapai dari langkah-
langkah yang dilakukan.
Gaetano Mosca (1858-1941), dalam setiap masyarakat terdapat dua
kelas penduduk yaitu satu kelas yang menguasai yang disebut elite dan satu
yang dikuasai yaitu masyarakat. Kelas pertama atau elite yang jumlahnya
selalu minoritas, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan,
dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu. Sedangkan
17 Syarif Hidayat, “Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah? Tinjauan Kritis tentang Konsep dan
Implementasi Kebijakan”,dalam Abdul Malik Gismar dan Syarif Hidayat (Editor), Reformasi Setengah
Matang, Mizan Pustaka Media, Bandung, 2010. Hal. 113
18
kelas kedua, yang jumlahnya jauh lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh
kelas elite itu.18
Gaetano Mosca mengembangkan teori elite dan mengklasifikasikan ke
dalam dua status yaitu elite yang berada dalam stuktur kekuasaan dan elite
yang diluar stuktural. Elite berkuasa menurut Mosca yaitu elite yang mampu
dan memiliki kecakapan untuk memimpin serta menjalankan kontrol sosial.
Dalam proses komunikasi, elite berkuasa merupakan komunikator utama
yang mengelola dan mengendalikan sumber-sumber komunikasi sekaligus
mengatur lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi yang mengalir.
Elite berkuasa menjalin komunikasi dengan elite masyarakat untuk
mendapatkan legitimasi dan memperkuat kedudukan sekaligus
mempertahankan status quo. Sedangkan elite yang berada diluar struktural
yaitu elite masyarakat merupakan elite yang dapat mempengaruhi
masyarakat lingkungan di dalam mendukung atau menolak segala
kebijaksanaan elite berkuasa.19
Mengacu pada teori Mosca, elite dalam struktur kekuasaan
diterjemahkan sebagai anggota legislatif dan eksekutif yang memiliki
kemampuan dan kecakapan untuk mewakili tuntutan masyarakat di daerah
otonom dalam memperjuangkan kepentingan untuk menjadi daerah baru dan
18 Gaetano Mosca, The Ruling Class (New York: McGraw-Hill, 1939), hal.50.
19A.P. Sumarno. 1989. Dimensi-dimensi komunikasi politik, Bandung: PT Acitra Aditya Bakti. Hal.149.
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mengartikulasikan permasalahan-permasalahan yang ada. Disamping itu,
menjalin komunikasi terhadap elite masyarakat agar mendapatkan dukungan
dalam penyiapan paket regulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik
merujuk padan undang-undang maupun peraturan pemerintah tentang
pemerintah daerah dan pembentukan daerah otonom.
Menurut Pareto, setiap masyarakat diperintah oleh sebuah elite yang
komposisinya selalu berubah. Selanjutnya Pareto membagi elite dalam dua
kelompok, yaitu kelompok elite yang memerintah dan kelompok elite yang
tidak memerintah. Kedua kelompok elite itu senantiasa berebut kesempatan
untuk mendapatkan porsi kekuasaan sehingga terjadi polarisasi elite dan
melahirkan sirkulasi antara elite lama dengan elite baru. Setiap elite yang
memerintah hanya dapat bertahan apabila secara kontinuitas memperoleh
dukungan dari masyarakat.20
Menyusul tumbangnya rezim Orde Baru pada bulan Mei 1998,  proses
demokratisasi yang salah satunya terejawantahkan penerapan asas
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa
dampak yang mengguncang keberadaan dan peran elite politik  untuk
mengamankan posisinya pada wilayah atau daerah-daerah yang baru
dibentuk. Desentralisasi untuk memperebutkan dan mempertahankan posisi
elite politik harus dilakukan melalui proses kompetisi yang relatif  ketat di
20 Agus Setiyanto, Elite Pribumi Bengkulu, penerbit Balai Pustaka : 2001. Hal. 73.
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antara individu-individu yang mengincar posisi tersebut. Hal tersebut tidak
terjadi pada saat rezim Orde Baru berkuasa, di mana peran negara
sedemikian dominan, kemunculan dan peran elite poltik  tidak bebas dari
campur tangan pemerintah.
Robert Putnam mengemukakan tiga analisis penting terkait masalah
elite politik yang berperan menentukan bagi dinamika kekuasaan. Pertama,
adalah mengenai analisa posisi yang memandang mereka yang berada
dalam lembaga formal pemerintahan. Kedua, adalah mengenai analisa
reputasi yang memandang pentingnya memahami keberadaan tokoh-tokoh
yang memiliki pengaruh secara kuat terhadap dinamika kekuasaan,
meskipun tidak secara formal menduduki suatu jabatan pemerintahan.
Sedangkan, ketiga adalah analisa keputusan yang memandang pentingnya
peran bagi mereka yang berinisiatif dan memperngaruhi proses pengambilan
keputusan.21
Konstruksi pembentukan Kabupaten Buton Selatan, tampaknya
merupakan kombinasi di antara tiga unsur elit ini yang membentuk
konsensus bagi tujuan pemekaran yang diinginkan. Meskipun tataran analisa
reputasi, cenderung lebih mempunyai arti tersendiri di antara tokoh-tokoh
pemrakarsanya dibandingkan sekedar analisa posisi dan analisa
21 Lihat, Robert D. Putnam “Studi Perbandingan Elite Politik”, dalam Mochtar Mas’oed dan Collin Mac
Andrews, Perbandingan Sistem Politik, Gajah mada University, Yogyakarta, 2006. h. 91-94.
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pengambilan keputusan. Kombinasi dicerminkan oleh karakteristik kalangan
aristokrat Kesultanan yang mempunyai basis sejarah panjang, dan akademisi
dengan wibawa reputasi mereka di satu pihak, dengan kombinasi jajaran inti
proses pengambilan keputusan dan posisi formal di pemerintahan setempat,
yaitu  di kabupaten Buton.
Pada era Orde Baru elite politik lebih sering  memainkan peran untuk
mewujudkan kepentingan pemerintah pusat  ketimbang merealisasikan
kepentingan dan kebutuhan daerah. Elite  politik cenderung melakukan peran
sebagai perpanjangan tangan  negara, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk
mengkooptasi masyarakat (Antlov.1994).22 Untuk mewujudkan kepentingan
tersebut, negara  sangat berkepentingan dalam hal memilih dan menentukan
peran yang  diemban oleh elite politik di daerah.
Seiring berlangsungnya perubahan peta politik tersebut, keberadaan
dan peran elite politik lokal tidak lagi sepenuhnya ditopang dan tergantung
negara. Di era demokratisasi mereka mempunyai kesempatan untuk tidak
lagi berperan sebagai perpanjangan tangan negara (pemerintah pusat).
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, menarik untuk
mencermati keberadaan dan peran elite politik . Hadirnya ruang baru kanca
22 Hans Antlov (1994)menggambarkan kuatnya sentralisasi pada era itu tampak pada para pemimpin
lokal yang cenderung memainkan peran sebagai perpanjangan tangan Negara (Pemerintah Pusat) dan
bahkan melakukan kooptasi terhadap masyarakat. Antlov bahkan menyatakan, ”The commitment and
tasks of leaders have changed, from being oriented to the wants and needs of the lokal population, to
managing the priorities of the New Order. In this way, leaders have become officials.” Hal.  73
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reformasi yang lebih luas, elite politik untuk mengekspresikan keberadaan
dan perannya yang sebelumnya terkungkung dominasi pemerintah.
Melemahnya peran negara yang diikuti  dengan berkembangnya situasi
kondusif bagi demokratisasi, menjadikan elite politik berupaya secara mandiri
untuk tetap dapat ‘survive’. Elite politik harus mampu membangun pijakan
baru sebagai basis kekuasaannya untuk menopang posisinya, hal ini karena
mereka tidak mungkin lagi menyandarkan diri pada negara yang semakin
lemah kontrolnya.
Menurut Aristoteles, elite adalah sejumlah kecil individu yang
memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan.
Definisi elite yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih
lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi eliteis klasik
bahwa di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan
besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles
kemudian diperluas kajiannya oleh dua sosiolog politik Italias, yakni Vilpredo
Pareto dan Gaetano Mosca.23 Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat
diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang
diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kessil itu disebut
dengan elite, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan.
23 Ibid. Hal. 34
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Atas dasar uraian tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa
keberadaan dan peran elite politik tidak bisa lepas dari pengaruh perubahan
yang terjadi pada sistem politik yang melingkupinya. Perubahan yang terjadi
pada sistem politik membawa pengaruh selain terhadap hubungan antara
elite juga terhadap hubungan  antara elite dengan negara. Perubahan yang
berlangsung menjadikan elite politik tidak lagi sebagai obyek yang pasif
dalam hubungannya.
Demikian pula elite untuk mempertahankan posisinya tidak bisa hanya
dengan menyandarkan pada negara (pemerintah), tetapi harus mampu
melakukan kalkulasi taktis untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.
Selain itu, dapat pula dinyatakan bahwa di kalangan internal elite
berlangsung dinamika, di mana masing-masing individu elite saling bersaing
untuk mempertahankan posisi dan peranannya.
A.1 Elite Politik Lokal
Telah dijelaskan secara gamblang mengenai apa yang
dimaksud dengan elite termaksud persebaran dalam kehidupan
dimasyarakat. Menurut Schoorl (1980), yang dimaksud dengan elite
lokal adalah elite yang menempati kedudukan puncak didalam stuktur
sosial ditingkat lokal. Elite lokal memiliki peranan penting didaerah baik
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keberadaan elite lokal
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merupakan suatu keharus dalam tantanan sistem demokrasi, sebab
elite lokal juga turut menyuarakan dan menghidupkan asas demokrasi
itu sendiri.
Menurut Juliansyah (2007), diera demokrasi seperti saat ini,
rakyat memiliki peran untuk menentukan arah tujuan dan pencapaian,
menjadi target-target yang harus dipenuhi oleh penguasa yang diwakili
oleh elite politik baik yang berada di eksekutif maupun dilegislatif.24 Di
Indonesia kedudukan elite lokal begitu penting karena segalah urusan
yang menyangkup masalah didaerah harus melalui para elite tersebut.
Apalagi adanya sistem pemerintah nasional untuk menyerahkan
pembagian urusan pemerintah didaerah sehingga sangat menuntut
bahkan keharusan bagi elite lokal untuk menganangi segalah macam
persoalah yang ada di daerah.
Elite lokal diartikan sebagai seseorang atau kelompok yang
dianggap sebagai perseorangan atau kelompok yang mempunyai
kecakapan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat rana
lokal. Elite lokal dibekali seperangkat pengetahuan menjadi fasilisator
informal dalam melengkapi segalah prosedural sesuai dengan aturan
yang berlaku. Di Indonesia bagi daerah-daerah yang ingin melakukan
24 Juliansyah, Elvi (2007), PILKADA Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah: Mandar maju. Hal.58
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pemekaran biasanya elite lokal memiliki peran yang sangat penting
sebagai informal dalam melakukan konsolidasi untuk memuluskan
jalannya pembentukan daerah otonomi baru.
Larry Diamond, dalam bukunya mengenai demokratisasi,
mengingatkan bahwa konsolidasi sangat memerlukan keyakinan pada
legitimasi sistem demokrasi dan komitmen untuk melakukannya.
Dengan kata lain, konsolidasi demokratisasi memerlukan lebih dari
sekadar lip service, bahwa demokrasi ”pada prinsipnya” merupakan
sistem pemerintahan terbaik, tetapi demokrasi juga komitmen normatif
itu dibatinkan dan dicerminkan (habituation) dalam perilaku politik, baik
dilingkungan elite, organisasi, maupun masyarakat secara
keseluruhan. Proses konsolidasi itu digulirkan, maka pada gilirannya
akan muncul transisi dan komitmen instrumental terhadap komitmen
prinsip, dan akhirnya menjadi “kerangka kerja demokratis, tumbuhnya
rasa saling percaya dan kerjasama diantara elite-elite politik yang
saling bersaing dan sosialisasi keseluruh populasi.”25
Menyoroti mengenai peranan elite lokal dalam proses
sosialisasi pembentukan daerah otonomi baru. Tidak serta merta
bahwa elite lokal menjadi unjung tombak, perana elite lokal dijadikan
25 Larry Diamond.2003. Developing Democracy: Toward Consolidation, edisi
Indonesia,Yogyakarta: IRE Press, hal. 85 – 87
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sebagai salah satu perantara untuk mewujudkan aspirasi masyarakat
sebagai konstituen politik. Pembahasan mengenai keikutsertaan elite
lokal dalam pembentukan DOB, ketika elite lokal bukan hanya
sebagai agen informal dalam menjaga proses demokratisasi tetapi
turut serta dalam menjadi elite politik didalamnya menjadi polemik
tersendiri dalam proses demokratisasi pada tingkat daerah.
Untuk mengungkap permasalahan mengenai pola hubungan
antara posisi elite politik sebagai agen informal demokratisasi dan
keikutsertaanya dalam pemekaran daerah, menggunakan
pembahasan ringkas tentang konsep strukturasi sebagaimana
dikemukan Anthony Giddens. Bahasan tentang negara dan elite politik
lokal dalam konteks strukturasi yang mengulas posisi elite politik lokal
sebagai pelaku, apakah mereka memperoleh pembatasan ataukah
justru sebaliknya memperoleh pemberdayaan.
Konsep strukturasi yang dikemukakan Anthony Giddens (1984)
dapat dipergunakan sebagai acuan yang melandasi analisis terhadap
‘pasang naik’ dan ‘pasang surut’ elite lokal. Lebih tepatnya, konsep
tersebut dipinjam untuk menjelaskan hubungan antara elite lokal yang
diposisikan sebagai pelaku (agency) dengan struktur (structure) yang
oleh Giddens dikonseptualisasikan sebagai aturan (rules) dan sumber
daya (resources). Struktur dinyatakan oleh Giddens selain dapat
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membatasi atau mengekang (constraining), dapat pula
memberdayakan (enabling) pelaku. Pembatasan ataupun
pemberdayaan struktur tersebut dapat dilakukan oleh negara karena
kewenangan yang pada diri mereka.26
Penjelasan dari giddens jika dihubungkan dengan elite lokal di
Indonesia pada masa transisi orde baru menuju Desentralisasi,
terlihat pada orde baru elite lokal dikekang dan dibatasi hanya sebagai
corong kepada masyarakat untuk melaksanakan keputusan dan
kebijakan pemerintah pusat seiring dengan adanya transisi
Desentralisasi dan proses pembentukan daerah otonomi baru ditingkat
lokal, elite lokal memperoleh pemberdayaan menjadi suatu
keuntungan bagi elite lokal ketika turut serta menjadi elite politik.
Menurut Nurhasim (2003) elite lokal dibagi dalam dua kategori
yakni: Pertama, elite lokal yang merupakan seseorang yang duduk
dijabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif, legislatif, yang dipilih
melalui pemilu dan dipilih dalam proses politik yang demokratis
ditingkat lokal. Mereka yang menduduki jabatan politik tertinggi
ditingkat lokal yang membuat dan menjalangkan kebijakan politik. Elite
politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Anggota
26 Priyono, B. Herry. (2002). Anthony Giddens: Suatu Pengantar. Jakarta: Kepustakaan
Populer Gramedia
28
DPRD dan para pemimpin partai politik. Kedua, elite non politik lokal
seperti elite keagamaan, elite ekonomi, elite organisasi
kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan sebagainya.27
A.2 Elite Tradisional (Tokoh Adat)
Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa elite ialah kumpulan
individu-individu yang memiliki kualitas terbaik yang memiliki peran
dan menduduki stata sosial didalam masyarakat yang membedakan
dengan masyarakat lainya. Ditengah-tengah masyarakat ada beragam
macam elite baik yang menduduki jabatan pemerintahan secara formal
maupun mereka yang diluar dari pemerintahan formal seperti yang di
ungkapkan Pareto ( Hariyanto, 2005) membagi elite yang berkuasa
menjadi dua: elite yang sedang memerintah (governing elite) dan elite
yang tidak sedang memerintah (non governing elite).28 yang kini biasa
dikenal tokoh masyarakat/elite tradisional.
Dalam kamus  umum bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai
rupa, wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan,
orang yang terkemuka atau kenamaan didalam lapangan politik suatu
masyarakat. Sedangkan masyarakat, ialah sekumpulan individu atau
27 Nurhasim, Moch (Ed), (2003). Konflik antar elite politik lokal dalam pemilihan kepala daerah: kasus
maluku utara, jawa timur, dan Kalimantan Tengah. Jakarta: pusat peneliteian Politik (P2P) LIPI. Hal. 8
28 Haryanto. 2005. Kekuasaan Elite Suatu Bahasan Pengantar. Yogyakarta: S2 Politik Lokal
dan Otonomi Daerah UGM. Hal. 74
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sejumlah manusia yang terikat dalam satu kebudayaan yang sama.
Menurut Surbakti (thn:1992) mengatakan bahwa tokoh masyarakat
ialah seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh
masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-
negara.
Tokoh masyarakat, tentunya merupakan seseorang yang
menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta
keinginan-keinginan masyarakat. Di Indonesia hadirnya peran elite
tokoh Adat tidak dapat dipungkiri karena banyaknya budaya adat
istiadat yang tumbuh dan berkembangan disetiap wilayah. Sehingga
kedudukan elite pemerintah diIndonesia didalam lapisan sosial
masyarakat tidak hanya mereka yang memegan peranan
dipemerintahan yang berhadapan langsung dengan keputusan sebuah
kebijakan politik seperti yang diungkapkan oleh Governing elite terdiri
dari orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan politis sehingga
bisa secara langsung mempengaruhi pada pembuatan kebijakan.
Sedangkan non governing elite adalah mereka yang memiliki
kedudukan tinggi atau memiliki kapasitas lebih dalam hal tertentu
dalam strata sosial, akan tetapi tidak menduduki jabatan-jabatan politik
(pemerintahan) yang secara langsung dapat mempengaruhi dalam
pembuatan kebijakan sebagaimana governing elite.
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Keberadaan tokoh masyarakat/elite tradisional muncul sebagai
identitas diri yang melekat dengan sebuah wilayah. Salah satu
persoalan yang muncul elite tradisional adalah karena implikasi dari
menguatnya isu desentralisasi, Keterbatasan akses secara ekonomi
dan politik mendorongan masyarakat untuk melakukan upaya
pengkonsolidasian untuk mempengaruhi setiap keputusan politik dan
wajud aspirasi tersebut melalui elite dari para tokoh masyarakat, yang
sebagai kendaraan untuk mempertahankan eksistensinya.
Putnam (dalam haryanto, 2005) menyatakan bahwa dalam
pelapisan pertama terdapat individu-individu yang secara langsug
pembuatan kebijaksanan nasional yang disebut proximate decision
makers. Pada pelapisan kedua, terdapat kaum berpengaruh
(influentials) yang terdiri dari individu-individu yang memiliki pengaruh
tidak langsung atau implisit yang kuat. Mereka ini sering diminta
nasihat oleh para pembuat keputusan yang kepentingan-
kepentingannya dan pendapat-pendapatnya diperhitungkan oleh para
pembuat keputusan itu.29
Didaratan Buton munculnya elite tokoh masyarakat akibat
pelapisan sosial masyarakat terdiri atas tiga golongan yakni parapara
(masyarakat), walaka (bangsawan), kaomu (raja). Sebagai daerah
yang merupakan bekas kerajaan/Kesultanan dengan tingkat toleransi
29 Ibid. Hal. 79
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antara agama dan etnis (masyarakat) yang secara langsung dari
ketiga golongan tersebut melahirkan ketokohan yang terdiri para tokoh
masyarakat dan tokoh adat memunculkan mereka sebagai elite lokal
(elite tradisional).
Pergeseran yang signifikan dalam elite politik lokal, hadirnya
peran para tokoh adat dan tokoh masyarakat seakan sebuah
keharusan bagi daerah bekas Kesultanan. Sehingga tentunya proses
pembentukan daerah pun tak lepas dari keterlibatan ketokohan ini.
Alasannya sangat mudah sebagai daerah yang memiliki sejarah
budaya yang panjang proses aspirasi dalam menyuarakan sebuah
DOB butuh komunikasi yang intens sehingga pengaruh tokoh
masyarakat sebagai penyangga dukungan aspirasi pasalnya sebagian
besar masyarakat terutama pesisir Buton masih kental dengan paham
etnik/tradisi nenekmoyang.
B. PERAN MASYARAKAT
Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia
peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang
berkedudukan di masyarakat.30 Sedangkan masyarakat dalam istilah bahasa
Inggris adalah society yang berasal  dari kata Latin socius yang berarti
(kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang
30 E.St. Harahap, dkk, 2007: 854
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berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan
manusia yang saling bergaul, dalam istilah  ilmiah adalah saling berinteraksi.
Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-
warganya dapat saling berinteraksi.
Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang
berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat
kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas
merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1)
Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4)
Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.31
Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama
dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan
keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac lver
dan Page memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari
kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai
kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-
kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan
bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu
adat istiadat.
31 Op. Cit Koentjaraningrat, 2009: 115-118
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Jatuhnya Rejim Suharto dan munculnya Era Reformasi, tidak hanya
menyebabkan jebolnya “tanggul” kemunafikan tentang kenyataan
kebhinekaan tetapi juga menyebabkan rasa ketidakpuasan daerah terhadap
perlakuan yang tidak adil oleh pusat diberbagai bidang politik. Masyarakat di
daerah menonjolkan taringnya sistem desentralisasi terhapad penataan
kehidupan dan kebebasan masyarakat dalam berekspresi.
Menurut Ralph Linton masyarakat merupakan setiap kelompok
manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga
mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai
suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas
sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan  adalah orang-orang yang
hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai
kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan
perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. 32
Dari penjelasan Ralph dan soemardjan dapat ditarik mistar bahwa
akibat kurang ruang bagi masyarakat, masyarakat mulai bekerja sama untuk
menumbang perintahan Orde Baru dan menawarkan reformasi disegalah
bidang. Bagi masyarakat di daerah pembentukan daerah otonom baru
memungkin menjalin kamunikasi diantara sesama mereka karena mereka
32 Soekanto, Soerjono. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 22
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merasa berasal dari daerah yang memiliki kesamaan sehingga berupaya
untuk membentuk pemerintahan sendiri.
Pecahnya kerang Reformasi sebagai tanda bahwa peran masyarakat
semakin menggebuh kalah negara membuka diri pada daerah untuk
menuntut hak-hak politik mereka secara konstitusional melalui aspirasi
mereka untuk membentuk daerah baru. Pembentukan daerah otonom
nampaknya tidak bisa ditolak karena muncul dari bawah baik karena adanya
keinginan dari rakyat di daerah namun lebih banyak oleh adanya kemampuan
elite lokal untuk menggerakkan semua potensi dan loby untuk memekarkan
diri. Sejumlah alasan dapat dikemukakan, kalaupun ada alasan-alasan yang
dikemukakan seringkali lebih mementingkan elite lokal namun sejalan
dengan keinginan masyarakat di daerah.
Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984: 11)
bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara
mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.
Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur
yang mencakup Menurut Emile Durkheim keseluruhan ilmu pengetahuan
tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu
realitas sosial dan kenyataan sosial.
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Asumsi Durkheim dapat dipetik bahwa pembentukan daerah otonom
(DOB) merupakan Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial
didalam bermasyarakat. Pembentukan daerah otonom dianggap sebagai
wadah yang paling sempurna bagi untuk menciptakan pemerintah sesuai
dengan keinginan masyarakat setempat. Dalam perspektif Hukum adat
memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia
memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama.
Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap
anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.
Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki
arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut
society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang
berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan
budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan
perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. 33
Jika melihat konteks pembentukan kabupaten buton selatan peran
masyarakat di gerakan oleh keterikatan cultural yang ditopang pelbagai
persoalah ketidakmerataan pembangunan. Para pelopor gerakan berasal dari
para tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang berkolerasi dengan elite lokal
33 Dikutip melalui http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%202%20-%2008401244022.pdf. Pukul.
22:00 Wita tanggal 7 oktober 2014.
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sehingga menjadi entitas social baru yang tergabung dalam front percepatan
pembentukan kabupaten buton selatan.
Berdasarkan kenyataan peran masyarakat Buton Selatan terhubung di
tingkat elite provinsi maupun tingkat pusat dalam baik dalam bentuk
konsolidasi massa maupun peran secara kolektif. Dengan berbasiskan
gerakan masyarakat adat kekukuhan gerakan ini mampu menyakinkan
bahwa kabupaten buton selatan harus segera dimekarkan dari Kabupaten
Buton.
George J. Aditjondro mengatakan bahwa gerakan masyarakat adat
terbagi dalam tiga bentuk yakni (1) gerakan yang timbul secara spontan, (2)
gerakan yang dikoordinasi oleh pemerintah, (3) gerakan yang
memberdayakan masyarakat untuk mempertahankan hak-hak atas
pengelolaan sumber daya alam.34 Melihat gerakan masyarakat buton selatan
hampir merupakan kombinasi dari tiga factor tersebut yang berujuang pada
tuntutan pemekaran. Sehingga gerakan masyarakat memiliki potensi besar
bagi dinamika pembentukan kabupaten/kota di daerah-daerah.
C. KONSEP PEMBENTUKAN DAERAH
Sejak penerapan sistem desentralistik di Indonesia kata Pembentukan
menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dalam Undang-Undang Otonomi
34 Elly M. Setiadi, Usman Kolip (2013). PENGANTAR SOSIOLOGI POLITIK.  KENCANA
PRENADAMEDIA GROUP. Jakarta. Hal. 231
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Daerah pasalnya dalam UU tersebut Daerah diberi kewenangan untuk
membentuk atau memisahkan wilanyah-wilanyahnya menjadi satu atau dua
bagian wilanyah. Banyak Daerah menggunakan istilah Pembentukan untuk
memaknai sebuah Pembentukan Daerah Otonomi Baru dalam suatu
kawasan karena pemakaran tidak terlepas dari Pembukaan (Pengembangan)
Kawasan baru Kabupaten, Kabupaten/Kota.
B.1 Pengertian Pembentukan Daerah
Dalam Undang-undang pengertian Pembentukan daerah
adalah berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah
yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua
daerah atau lebih. Dalam hubungannya dengan pembentukan
daerah/wilanyah otonomi, pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan
bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah
kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya yang  ditetapkan
oleh Undang-Undang. Daerah Indonesia akan dibagi menjadi daerah
provinsi dan daerah provinsi akan dibagi menjadi daerah kabupaten
dan daerah kota untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.35
Sedangkan Daerah/wilanyah menurut Sabari Hadi (2000) dalam
bukunya penyebutkan adalah usaha untuk membagi-bagi permukaan
35 J Kaloh,Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Suatu Solusi dalam menjawab kebutuhan Lokal dan
Tantangan Global). PT Rineka Cipta, Jakarta . Hal, 194
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bumi atau bagian dari permukaan bumi tertentu untuk tujuan yang
tertentu pula dengan kriteria administrasi, politik, ekonomi, sosial
kultural, fisik, geografis dan sebagainya.
Peraturan Pemerintah menyebutkan bahwa Pembentukan
Daerah adalah pemecahan Kabupaten atau Kabupaten/Kota menjadi
dua Daerah atau lebih.36 Menurut penulis Pembentukan adalah
sebuah pelebaran, perluasan, atau penambahan wilanyah baru dalam
suatu kawasan akibat percepatan pertumbahan masyarakat serta
tuntutan kebutuhan pelanyanan akan segalah bidang yang seimbang
dan dinamis bagi pertumbuhan sebuah Daerah  yang mengarah pada
ruang-ruang kawasan baru sebagai zona pelanyanan pemerataan
kebutuhan masyarakat.
Dalam istilah lain menurut Makaganza (2008) istilah
Pembentukan Daerah sebenaranya dipakai sebagai upaya
memperhalus bahasa (eupieisme) yang menyatakan proses
“perpisahan” atau ‘pemecahan”satu wilayah untuk membentuk satu
unit administrasi lokal baru. Dilihat dari kacamata filosofi harmoni,
istilah perpisahan atau perpecahan memiliki makna yang negatif
sehingga istilah Pembentukan Daerah dirasa lebih cocok digunakan
36 PP No.78 tahun 2007, pasal (1) ayat 10
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untuk menggambarkan proses terjadinya daerah-daerah otonom baru
pasca Reformasi di Indonesia.37
Pembentukan Daerah menjadi selalu ditandai dengan
pengembangan kawasan wilanyah dalam upaya untuk mencapai
pemerataan pembangunan demi mempercepat perwujudan
kesejateraan masyarakat Daerah. Pembentukan Daerah adalah
merupakan tuntutan masyarakat yang merasa kurangnya
pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah dan penyanan
terhadap warganya.
B.2 Tujuan Pembentukan Daerah
Tujuan Pembentukan adalah agar terjadinya pemerataan
pembangunan dan pelanyanan masyarakat Daerah, di lain sisi  tidak
terlepas dari semangat demokrasi di daerah yang merupakan tuntutan
masyarakat yang merasa bahwa hasil dan kekanyaan alamnya telah
dieksplorasi dan dieksploitasi oleh Pemerintah pusat secara
berlebihan. Tuntutan masyarakat yang demikian tentunya dapat
dipahami berdasarkan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa
37 http://deddysumardi.wordpress.com/2012/05/20/memahami-Pemekaran-Daerah/. Di
akses pada tanggal 8 agustus 2014, pukul 03:00 Wita
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selama Pemerintahan Orde Baru, Daerah terkesan hanya dijadikan
sebagai sapi perahan oleh Pemerintah pusat.
Hampir seluruh sumber daya alam dan berbagai potensi yang
ada di Daerah dimanfaatkan untuk menjalankan roda Pemerintahan di
tingkat pusat. Sementara Daerah hanya menjadi penonton dan
menjadi penyumbang upeti bagi pusat. Daerah hanya mendapatkan
dampak dari adanya eksplorasi dan eksploitasi pemanfaatan atas
sumber daya alam tanpa punya kewenangan sedikitpun atas wilayah
yang mereka tempati.
J Kaloh (2007) lebih lanjut mengatakan bahwa dalam konteks
Pembentukan Daerah/ wilayah tersebut yang lebih dikenal dengan
Pembentukan Daerah Otonom baru, bahwa Daerah Otonom tersebut
diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam
mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan
sumber–sumber pendapatan asli Daerah, sumber daya alam, dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada
masyarakat setempat yang lebih baik38.
Dalam platfon Pembentukan permasalahan  pemeratan
pembangunan Daerah menjadi salah satu prioritas bagi Pemerintah
38 J. Kaloh. Op. Cit,. Hal 194.
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Kabupaten/Kota untuk memamfaatkan peluang yang diberikan.
Otonomi Daerah telah membawah takdir perubahan untuk masyarakat
yang dulunya kita masih terus tertatih dalam kungkungan
Pemerintahan pusat. Bagi masyarakat Daerah momentum
penyelenggaraan Pemerintahan dengan sistem ini bisa memberi
makna terhadap kemajuan kesejateraan. untuk itu arah kemajuan dan
pengembangan suatu kawasan bisa terpenuhi jika Pemerintah
kabupaten/Kota sedapat mungkin untuk melakukan Pembentukan
pada Daerah dengan kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya
tersentuh  pelanyanan oleh Pemerintah setempat. Hal ini sejalan
dengan tujuan Otonomi Daerah yang menginginkan agar semua
masyarakat Daerah bisa merasakan pembangunan yang diupanyakan
oleh Pemerintah.
Menurut Hermanislamet (2005), Pembentukan adalah untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui
perbaikan kerangka pengembangan ekonomi Daerah berbasiskan
potensi lokal. Dengan dikembangkannya Daerah baru yang Otonom,
maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi
ekonomi Daerah baru yang selama ini tidak tergali. Sektor formal dan
informal menjadi tuntutan yang tak terelakkan demi optimalisasi
kegiatan perekonomian masyarakat.
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Penciptaan usaha-usaha baru dalam perekonomian secara
langsung tentunya akan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai
sektor, baik di sektor swasta maupun politik dan Pemerintahan. Akibat
dari usaha percepatan pertumbuha ekonomi diharapkan akan
mempercepat proses pemerataan ekonomi dalam pembangunan demi
mengurangi angka kemiskinan.
Kebijakan Pembentukan Daerah akan memberi dampak luar
biasa bagi kelangsungan penyelenggaraan Otonomi Daerah, karena
ekses yang ditimbulkan begitu berpengaruh, memberikan dampak
besar, tricle down effect, efek rembesan yang luar biasa bagi
pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat.
B.3 Fungsi Pembentukan Daerah
Fungsi Pembentukan Daerah diharapkan memberikan
pelanyanan maksimal terhadap masyarakat, dengan dinamika
pertumbahan masyarakat yang semakin kompleks sekarang ini,
perkembangan dan permasalahan Kabupaten/Kota semakin beragam,
persediaan lokasi wilanyah menjadi sesuatu yang wajib ada untuk
menjawab kebutuhan ruang produktif masyarakat.
Pembentukan daerah juga memiliki fungsi untuk mencerdaskan
Masyarakat, banyak penduduk  di daerah belum mendapatkan akses
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pendidikan formal atau kurangnya fasilitas pendidikan sehingga
Daerah-Daerah negara kita masih banyak tertinggal jika dibandingkan
dengan negara maju lainnya.
Thomas Bustomi (2009) mengemukakan pada dasarnya,
Pembentukan Daerah Otonom mempunyai dua tujuan utama, yaitu
meningkatkan pelayanan publik dan sebagai sarana pendidikan politik
di tingkat lokal. Dari pendapat ini, Pembentukan Daerah diharapkan
dapat tercapainya peningkatan pelayanan dan sebagai sarana
pendidikan politik bagi masyarakat Daerah. Artinya jika kedua hal
tersebut tidak tercapai berarti tujuan Pembentukan Daerah tidak
tercapai.39
Pembentukan juga selalu dikaitkan hak-hak masyarakat daerah
menginginkan arah pembangunan lebih memprioritaskan  pelanyanan
kawasan mereka karena kebanyakan pembangunan kurang melihat
potensi Daerah hanya terfokus pada satu titik nya, untuk itu
pembagian wilanyah harus dilakukan dalam beberapa bagian sesuai
dengan kebutuhan dan tuntutan Daerah itu sendiri.
Menurut Widjaja (2003) Tujuan pemberian Otonomi kepada
Daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna
39 Ibid
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pelenggaraan Pemerintah di Daerah, terutama dalam pelaksanaan
pembangunan dan pelanyanan  terhadap masyarakat serta untuk
menigkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa40.
B.4 Dasar Hukum Pembentukan Wilanyah
UUD 1945 tidak mengatur perihal Pembentukan Daerah atau
Pembentukan suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam
Pasal 18B ayat (1) dan (2) bahwa;
“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan
Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur
dengan undang-undang”
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.41”
Secara lebih khusus, UU No.32 Tahun 2004 mengatur
ketentuan mengenai Pembentukan Daerah dalam Bab II tentang
Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dapat dianalogikan,
masalah Pembentukan wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup
Pembentukan Daerah. UU No.32 Tahun 2004 menentukan bahwa
Pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang
40 Prof. Drs. HAW. Widjaja, 2003, TITIK BERAT OTONOMI DAERAH pada Daerah Tingkat II, PT.
RajaGrafindo Prada: Jakarta, Hal. 18
41 UUD 1945
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tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Kemudian,
ayat (2) pasal yang sama menyebutkan;
Undang-undang Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wailayah, batas,
Ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan Pemerintahan,
penunjukan penjabat Kepala Daerah, pengisian keAnggotaan DPRD,
pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta
perangkat Daerah.42
Legalisasi Pembentukan daerah dicantumkan dalam pasal yang
UU Pemerintah Daerah 23 tahun 2014 pada pasal 32 ayat (1) dan (2)
yang menyatakan bahwa;
Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3)
berupa: a. pemekaran Daerah; dan b. penggabungan Daerah. (2)
Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup pembentukan Daerah provinsi dan pembentukan Daerah
kabupaten/kota.43
Namun demikian, Pembentukan Daerah hanya dapat dilakukan
apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik
kewilayahan. Bagi  kabupaten/kota, syarat administratif yang juga
harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota
dan Bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan
gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
42 UU No.32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah pasal (4);
Pembentukan Daerah dapat berupa penggabungan beberapa Daerah atau bagian Daerah
yang bersandingan atau Pembentukan dari satu Daerah menjadi dua Daerah atau lebih.”
Dan ayat (4) menyebutkan, “Pembentukan dari satu Daerah menjadi 2 (dua) Daerah atau
lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal
usia penyelenggaraan Pemerintahan.
43 UU No. 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah pasal 32
46
B.5 Prosedur Pembentukan Daerah Otonom Baru
Inisiatif Pembentukan daerah otonom baru pada dasarnya
berangkat dari adanya peluang hukum bagi masyarakat dan Daerah
untuk melakukan Pembentukan/penggabungan daerah otonom
sebagaimana tertuang dalam PP No.78 Tahun 2007.
Gambar 1.1. Proses Pengusulan Wilayah Pembentukan di Tingkat
Daerah.
Dari gambar diatas dijelaskan bahwa persiapan dalam
Pembentukan wilayah dimulai dari wilayah yang mengusulkan. Usulan-
usulan tersebut berbentuk proposal yang sudah memiliki
pertimbangan-pertimbangan di dalamnya dan kajian-kajian ilmiah,
sehingga ketika proposal rencana Pembentukan wilayah tersebut
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diajukan ke DPRD kabupaten/ kota dan kemudian ke propinsi, dapat
dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan peraturan-peraturan
yang berlaku.
Peraturan pemerintah tersebut kemudian mengemukakan
bahwa kebersyaratan untuk membentuk daerah otonom baru harus
meliputi Syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan. Persyaratan
administratif pembentukan daerah kabupaten/kota untuk kabupaten
meliputi:
a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan
pembentukan calon kabupaten/kota;
b. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan
pembentukan calon kabupaten/kota;
c. Keputusan DPRD provinsi tentang persejutuan pembentukan
calon kabupaten/kota;
d. Keputusan Gubernut tentang persejutuan pembentukan calon
kabupaten/kota; dan
e. Rekomendasi Menteri.44
Keputusan DPRD Kabupaten/Kota diproses berdasarkan
aspirasi sebagian besar masyarakat setempat. Dan keputusan DPRD
provinsi berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat
44 Peraturan pemerintah No. 78/Thn/2007 Bab II (pembentukan Daerah) pasal 4 ayat 2
48
yang dituangkan dalam keputusan DPRD kabupaten/kota yang akan
menjadi cakupan wilayah calon provinsi.
Syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon
Ibukota, sarana dan prasana pemerintahan. Cakupan wilayah untuk
pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) Kabupaten; cakupan
wilayah untuk pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima)
kecamatan; dan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan.
Memperhatikan syarat pembentukan daerah yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah tersebut tampaknya sangat ketat dan sulit untuk
dipenuhi. Namun menurut effendy kenyataan proses teknokratis-
administratifnya bisa sangat fleksibel. Kriteria kelayakan pembentukan
mudah dipenuhi bahkan dimanipulasi (seperti kriteria jumlah penduduk
yang tidak wajib” karena diakumulasikan dengan indikator lain),
maupun standar nilai meminimal kelulusan yang dapat
dirasionalisasikan. Studi kelayakan yang dilakukan oleh pihak ketiga
yang cenderung mendukung dan memaksa terjadinya pembentukan
DOB.
Dalam pembahasannya melalui proses politik yang cenderung
anarkis menurut pratikno, dalam implementasinya, proses
pembentukan wilayah dapat dilakukan melalui dua pintu, yakni lewat
lembaga politik (DPR) sebagai usulan inisiatif DPR, dan melalui
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institusi pemerintahan (DPOD Depdagri). Argumen-argumen politik
sering kali memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan dengan
eksekutif dalam hal penolakan proposal pembentukan daerah baru.
Pandangan prasojo, bahwa tampaknya DPR dan pemerintah
tidak memiliki nilai dasar dan tujuan akhir yang sama terhadap
pembentukan daerah. Sejauh ini pembentukan daerah baru selalu
berada dalam ruang politik semata. Nilai dasar dan tujuan
pembentukan daerah otonom pada hakekatnya bisa berada secara
kontinum antara demokrasi lokal dan efesiensi-efektivitas pemerintah.
Prasojo mengungkapkan bahwa penentuan batas kaitanya
dengan daerah otonom harus mendasarkan pada pertimbangan
efesiensi ekonomi dan efektivitas demokrasi. Kombinasi diantara
keduanya mempunyai arti penting untuk menciptakan stabilitas dan
fleksibility dan responsiveness. Mengingat bahwa berkaitan dengan
daerah otonom, penentuan batas dan besaran daerah otonom
merupakan hal yang krusial.45
Proses pengusulan daerah otonom baru sebenarnya telah
menjadikan DPR dan pemerintah “tersandera” dalam tuntutan DOB.
Kepentingan memperluas struktur dan posisi didaerah, tuntutan
45 Eko Prasojo. “Jorjoran Pembentukan Daerah: Instrumen Kepentingan Ekonomi Politik”. Dalam
Opini Jawa Pos 2008.
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mengalirkan dana pusat ke daerah, janji kampanye pemilu, serta
indikasi transaksi ekonomi politik memaksa dan menyandera anggota-
anggota DPR untuk terus memberikan tempat bagi usulan dan inisiatif
Pembentukan daerah. Rasanya sulit untuk dihentikan arus tuntutan
pembentukan daerah otonom kalau hanya mengandalkan syarat-
syarat teknis-administratif. Penyanderaan bukan hanya dilakukan
calon DOB terhadap anggota-anggota DPR, tapi juga dilakukna DPR
terhadap pemerintah.
Berbagai kepentingan ekonomi-politik di DPR sering sangat
menyulitkan pemerintah untuk menahan RUU atas prakarsa (inisiatif)
DPR. Pada akhirnya, ukuran-ukuran teknis, administrasi, dan fisik
kewilayahan sebagaiman tertuang dalam PP No. 78 tahun 2007
terkalahkan oleh kepentingan dan keputusan politik. Dengan kata lain,
bahwa tujuan pembentukan daerah untuk memakmurkan dan
mensejaterakan rakyatnya tergantikan oleh kepentingan elite politik,
baik di pusat maupun didaerah.
Dari sisi Pemerintah pusat, proses pembahasan Pembentukan
wilayah yang datang dari berbagai Daerah melalui dua tahapan besar
yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif),
serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan
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teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah,
proposal Pembentukan harus didukung secara politis oleh DPR.
Namun, dalam implementasinya ternyata faktor politik menjadi
dominan. Kajian daerah yang dibuat terkadang merupakan kesepakan
elite-elite lokal yang berkepentingan. Sehingga terjadi ketidak-akuratan
data, analisis dan argumen sangat lemah dan berbagai aspek lain
yang tidak tepat. Anehnya usulan pemekaran daerah dengan
dokumen pendukung yang sangat lemah dan amburadul pun ternyata
tetap di terima pemerintah pusat dan dibahas di DPR sehingga lahirlah
Undang-Undang Pembentukan Daerah.
Tentu ini karena dalam proses pemekaran daerah, terjadi
gesekan kepentingan kepentingan politik yang sulit dihindari. Proses
pengusulan daerah baru lebih banyak terjadi secara ekstra
parlementer. Kekuatan penting yang seringkali menjadi andalan para
pengusul dari daerah adalah lobi. Masyarakat suatu daerah yang
diwakili para tokohnya rela mengumpulkan uang belasan miliyar rupiah
dari berbagai sumber untuk sekadar „membeli‟ Undang-Undang
Pembentukan Daerah. Tentu saja bukan UU-nya yang mahal, tetapi
proses sampai ke UU itulah yang harus diperjuangkan dengan susah
payah dan biaya mahal.
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D. KERANGKA PIKIR
Proses pembentukan daerah otonom baru (DOB) terhadap pemekaran
daerah telah menjadi isu penting bagi elite politik lokal, dan seringkali
dijadikan transaksi politik bagi daerah-daerah yang akan dimekarkan.
Padahal, salah satu wacana moratorium pemekaran daerah telah digaungkan
sejak 2009, tetapi wacana tersebut hanya untuk kepentingan politik.
Kebijakan pembentukan daerah terletak pada UU No.32 tahun 2004
dan PP No.78 tahun 2007.  Sekalipun demikian  tahun 2012 sampai 2014
pembentukan daerah otonom baru begitu banyak di pelopori elite lokal
sebagaiman berpegang pada prinsip pembentukan daerah baru berpotensi
meningkatkan pelayanan terhadap rakyat dan mengurangi rentang kendali
pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program pemerintahan.
Sebagaimana diketahui proses pembentukan daerah otonomi baru
selalu menghadirkan dinamika elite lokal (DPRD, Bupati, Gubernur, birokrasi,
tokoh masyarakat). Elite lokal dianggap sebagai otak dari lahirnya kebijakan
reformasi otonomi daerah baru. Peran elite lokal yakni menyiapkan segalah
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang otonomi daerah dan peraturan
pemerintah tentang tata cara pembentukan daerah baru.
Pengendalian kepentingan elite politik lokal tidak semudah yang
diwacanakan berkali-kali. Hal ini pernah disampaikan oleh mantan Presiden
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Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 dan 2010
untuk melakukan kebijakan moratorium pemekaran daerah. Namun, sampai
saat ini usulan pemekaran daerah seperti tidak bisa dibendung oleh
Pemerintah Pusat.
Tahun 2012 19 (Sembilan belas) usulan pembentukan daerah otonom
baru (DOB) masuk dalam daftar prioritas agenda pembahasan  Badan
Legislative Nasional Komisi II DPR RI, DPD RI, Menteri Dalam Negeri
(Mendagri).  Keputusan 19 (Sembilan belas) usulan pembentukan daerah
otonom di putuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI hari selasa, 11 juni 2012.
Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI tersebut adalah catatan penting
karena 19 (Sembilan belas), usulan pembentukan daerah otonom baru elite
lokal telah disepakati oleh elite nasional (pemerintah pusat) menjadi
Rancangan Undang-Undang (RUU) daerah otonomi.
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan adalah salah satu  DOB dari
Sulawesi Tenggara (sultra) dari 19 (Sembilan belas) (DOB) yang di putuskan
dalam rapat tersebut. Pada tanggal 11 juni 2013 dalam Rapat Paripurna yang
digelar oleh DPR RI Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten Buton
Selatan mengalami morathorium (penundaan).
Persoalah yang paling mendasar adalah pemerintah pusat tidak akan
meloloskan atau bahwa melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-
Undang Kabupaten Buton Selatan jika para elite lokal tidak dapat memenuhi
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segalah ketentuan yang telah di atur dalam peraturan pemerintah Nomor 78
tahun 2007 pembentukan daerah otonom. Polemik ini menimbukan masalah
bagi elite lokal Kabupaten Buton dan para panitia pembentukan Kabupaten
Buton Selatan.
Dilain sisi masyarakat lokal pesisir Buton selatan dan para elite lokal
sejak tahun 2003 telah berjuang mewacanakan proses pembentukan
Kabupaten Buton Selatan yang telah memakan waktu dan tenaga. Dalam
kondisi ini elite lokal harus melakukan segalah upaya agar tiga institusi DPR
RI, DPD RI, Mendagri tetap melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-
Undang Kabupaten Buton Selatan.
Perkara morathorium RUU Kabupaten Buton Selatan ini menimbulkan
proses dinamika elite di aras lokal melalui segalah paket regulasi atas
kebijakan pemerintah daerah. Dilain sisi proses konsolidasi elite lokal dan
masyarakat dan mobilassi massa juga tetap dilakukan sehingga
pembentukan daerah tidak hanya regulasi paket elite politik lokal.
Point yang menjadi pasal terjadinya morathorium (penundaan) yakni
pertama; RUU Kabupaten Buton Selatan karena masalah asset wilayah yang
belum diserahkan pemerintah kabupaten Buton kepada Kota Bau-Bau saat
pembentukan sebagai Kota madya tahun 2001. Point kedua; permasalahan
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penempatan Ibukota Kabupaten Buton Selatan di Kec. Batauga menyisahkan
konflik dengan Kec. Sampolawa.
Sekalipun secara eksplisit bahwa terjadinya morathorium Rancangan
Undang-Undang Kabupaten Buton Selatan adalah kondisi internal sendiri
namun proses penyelesaian perkara morathorium Rancangan Undang-
Undang harus melibatkan banyak pihak. Dalam hal ini harus ada peluang
kerjasama elite lokal (Bupati, Gubernur, DPRD, Birokasi, tokoh masyarakat)
dan pemerintah pusat (DPR RI, DPD Mendagri) agar Rancangan Undang-
Undang Kabupaten Buton Selatan bisa dilanjutkan pembahasanya dan
ditetapkan (sahkan) sebagai Undang-Undang daerah otonom baru
Kabupaten Buton Selatan.
E. SKEMA KERANGKA PIKIR
Peran Elite lokalPeran Masyarakat
Pembentukan Kabupaten
Buton Selatan
RUU
Pembentukan Kabupaten
Buton Selatan
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BAB III
METODE PENELITIAN
Sesuai dengan pokok pembahasan peneliti menganai Analisis Proses
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan dengan studi tentang Rancangan
Undang-Undang (RUU). Penelitian ini menggunakan metode penelitian akan
dijelaskan mengenai bagian-bagian dalam metode penelitian yang terdiri;
Tipa Dan Dasar Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Teknik
Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data, sebagai bahan untuk
memfokukan peneliti mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan sajian
karya ilmiah.
A. LOKASI PENELITIAN
Adapun Lokasi penelitian berada di Kabupaten Buton. Penulis memilih
sebagai lokasi penilitian dikarenakan fokus penelitian berada di Kabupaten
tersebut yang ingin melakukan Proses Pembentukan untuk melahirkan
kabupaten Baru (Kabupaten Buton Selatan). Waktu penelitian akan
dilaksanakan pada tahun 2014, dimana tahun 2014 telah dilakukan proses
Pembentukan Kabupaten Buton.
B. TIPE DAN DASAR PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis
yaitu ingin menggambarkan fenomena sosial yang terjadi terkait
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Pembentukan Kabupaten Buton Selatan. Dengan kata lain Penelitian ini
bertujuan untuk menggambarkan proses Pembentukan yang terjadi di
Kabupaten Buton terutama pada proses pembentukan Kabupaten Buton
Selatan.
Dasar penelitian yang akan digunakan  adalah penelitian Kualitatif, hal
untuk mempermudah menemukan hasil kebenaran yang menjadi akar
permasalahan yang ada dilapangan. Dimana dalam penelitian kualitatif
disebut sebagai kebenaran “Intersubjektif“ yaitu Kebenaran yang dibangun
dari jalinan berbagai elite yang bekerja bersama-sama, seperti budaya,
politik, ekonomi dan lain-lain. Realitas kebenaran dalam hal ini bukan
sekadar fakta yang bebas dari konteks dan interpretasi apapun namun
adalah sesuatu yang bisa juga “dipersepsikan“. Kebenaran ini merupakan
bangunan (konstruksi) yang disusun oleh peneliti dengan cara mencatat dan
memahami apa yang terjadi berdasarkan kenyataan dilapangan.
C. JENIS DAN SUMBER DATA
C.1 Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan atau di
daerah penelitian data primer merupakan yang di dapat dari sumber
informan yang pertama yaitu individu atau perseorangan seperti hasil
wawancara yang dilakukan oleh peneliti.
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C.2 Data Sekunder
Data sekunder adalah Data yang diperoleh melalui studi
kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur, jurnal,
koran dan berbagai informasi lainya yang berkenaan dengan masalah
yang diteliti. Data ini diperoleh untuk mendukung informasi primer
dalam bentuk obsevasi langsung dilapangan
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah telaah pustaka (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan
data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan
dibahas, dan kemudian menganalisanya. Literatur ini berupa buku-buku,
dokumen, jurnal-jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-
laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana dalam
menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data
informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu,
penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang
diantaranya berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu: Dokumen, Arsip,
Observasi, Wawancara.
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Dari sumber data di atas, berikut penjelasan penulis paparkan
mengenai point-point pengambilan data di atas :
D.1 Arsip atau Dokumen
Dokumen-dokumen dalam hal ini digunakan untuk menelusuri
berbagai dokumen baik itu tertulis maupun dokumen dalam bentuk
catatan yang berkaitan dengan fokus penelitian, utamanya
menyangkut dokumen mengenai pembentukan kabupaten Buton.
Disamping itu, teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini
menitikberatkan pada catatan–catatan atau arsip–arsip berupa jurnal,
buku, laporan tertulis dan dokumen–dokumen berkaitan dengan objek
yang diteliti.
Penulisan skripsi ini terwujud tidak lepas daeri bahan-bahan
tertulis, baik itu buku-buku yang diperoleh perpustakaan kampus
UNHAS ataupun tempat lain, media massa, data-data tertulis
dilingkungan kantor pemerintahan kabupaten Buton, rekaman pansus,
dan peraturan perundang-undangan daerah serta karya ilmiah dan
bimbingan perkuliahan yang penulis peroleh selama ini, menjadi
sumber yang sangat penting artinya dalam menyajikan skripsi ini.
D.2 Observasi
Teknik pengumpulan data observasi ini adalah pengamatan
langsung dilapangan dimana penulis mengadakan penelitian dilokasi
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yang menjadi objek bahan skripsi, melalui penelitian tersebut Penulis
mengadakan pengamatan rekam jejak melalui wawancara dalam
proses pembentukan Kabupaten Buton Selatan serta keadaan Elite
politik dan masyarakat Buton dalam menghadapi Pembentukan
Daerah otonomi.
D.3 Wawancara
Penentuan informan dilakukan dengan sebuah kriteria yakni
dengan mempertimbangkan dan memilih informan yang dipilih dan
dipandang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang
akan diteliti. Untuk keperluan penelitian ini maka informan merupakan
pelaku yang terlibat secara langsung dalam proses ini, maupun pihak-
pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi secara tidak langsung
dalam proses ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini mengutamakan teknik wawancara
melalui face to face, melalui percakapan dilakukan oleh dua pihak,
yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara (interviewe) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan, hal ini dilakukan demi menjaga validitas data yang
digunakan dalam penelitian ini.
Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu pendekatan kualitatif, maka peneliti mengunakan dua model
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informan yang terdiri dari dua yaitu informan kunci dan informan
pelengkap.
Informan kuci adalah para elite di Kabupaten Buton dan
pemerintah propinsi sulawesi Tenggara serta presidium pembentukan
Kabupaten Buton Selatan, sementara informan pelengkap adalah
tokoh masyarakat dan tokoh adat dan akademisi serta pihak-pihak
yang berhubungan langsung dengan objek yang diangkat. Para
informan tersebut adalah:
a. Drs.La Bakry, M.Si (Wakil Bupati Buton)
b. Kaharuddin Syukur (Sekretaris Daerah Kabupaten Buton)
c. La Ode Tarmin (Ketua Panitia pembentukan Kabupaten Buton
Selatan)
d. Saleh Ganiru, s.Ag (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton)
e. Hamsa (Ketua LPM di Batauga)
f. Ongen (Tokoh Adat Kec.Batauga)
g. La Hijira (Panitia Pembentukan Kabupaten Buton Selatan)
E. TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis penelitian yang digunakan adalah teknik kualitatif yang
informasinya digali melalui wawancara mendalam dan dikategorisasikan
kemudian bersama informasi yang diperoleh melalui penelusuran
kepustakaaan untuk mempertajam analisis tentang kecenderungan
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penemuan dalam penelitian. Teknik analisa data bertujuan agar temuan-
temuan dari kasus-kasus yang terjadi di lokasi penelitian dapat dikaji lebih
mendalam dan fenomena yang ada dapat digambarkan secara terperinci,
sehingga apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian nantinya bisa
terjawab dengan maksimal.
Analisis data dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan
pengumpulan data. Langkah yang digunakan dalam analisis data adalah
sebagai berikut :
E.1 Reduksi Data
Dalam tahap ini proses pengumpulan informasi dilakukan
dengan menggunakan alat-alat yang diperlukan, seperti rekaman
MP3, field note (catatan lapangan), dan observasi selama berada
dilokasi penelitian. Pada tahapan ini juga sekaligus dilakukan proses
seleksi, penyederhanaan, pemfokusan dan pengabstraksian data.
Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dengan membuat
singkatan, kategorisasi, memusatkan tema, serta menentukan batas-
batas permasalahan. Reduksi data seperti ini diperlukan sebagai
analisis awal yang akan menyeleksi data yang diperoleh,
mempertegas serta membuat fokus untuk menghasilkan sebuah
kesimpulan. Tahap selanjutnya, hasil wawancara, catatan lapangan,
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dan hasil pengamatan lainnya, akan dituliskan lebih teratur dan
sistematis. Hal ini untuk memudahkan penulis membaca dan
mencermati data secara keseluruhan. Selain itu, juga memudahkan
proses selanjutnya, yakni pengkategorisasian data dalam bentuk lebih
sederhana sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada tahap
selanjutnya, penulis akan melakukan proses triangulasi (check and
recheck) informasi antara satu sumber dengan sumber lainnya. Hal ini
dilakukan untuk memastikan keabsahan (validity) data.
E.2 Sajian Data
Sajian data merupakan suatu susunan informasi yang
memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan. Dengan melihat
sajian data, penulis dapat lebih memahami berbagai hal yang terjadi
dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun
tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data diperoleh
dari hasil interpretasi, usaha memahami, dan analisis secara
mendalam terhadap data yang telah direduksi, dikategorisasi. Sajian
data ini meliputi deskripsi, matriks ataupun tabel.
E.3 Penyimpulan Akhir
Dari proses pengumpulan data sebagaimana kebutuhan dalam
penelitian ini, dan masih menjadi kesimpulan sementara, selanjutnya
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akan dicermati dan dikomentari oleh penulis untuk  mendeskripsikan
serta menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Sebelum
mengambil kesimpulan dan mengakhiri penelitian, penulis akan
mencermati sekumpulan data secara berulang. Penelitian ini akan
berakhir ketika keseluruhan data, oleh penulis sudah dianggap
mencukupi untuk mendukung maksud dari penelitian. Atau lebih lazim
disebut sebagai fase kejenuhan data (saturated), dimana setiap
penambahan data akan menimbulkan ketumpang tindihan
(redundant).46
46Sanapiah Faisal. Ibid, hlm.76-80
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Bab ini menyajikan gambaran Kabupaten Buton dan Profil Kabupaten
Buton Selatan yang akan dibentuk menjadi daerah otonom baru dari
Kabupaten Buton beserta kondisi politik dan ekonomi Kabupaten Buton
Selatan pasca ditetapkanya sebagai daerah otonomi baru (DOB) .
A. GAMBARAN KABUPATEN BUTON
Kabupaten Buton adalah salah satu daerah Tingkat II Provinsi
Sulawesi Tenggara (sultra), dengan Ibu Kota Kabupaten terletak di Pasar
Wajo. Pada awalnya Kabupaten Buton dengan Ibukota Bau-Bau memiliki
wilanyah pemerintahan adalah bekas Kerajaan Buton atau Kesultanan Buton
yaitu meliputi sebagian wilayah pulau Buton, sebagian wilayah pulau Muna,
sedikit bagian pulau Sulawesi serta pulau-pulau yang ada di bagian selatan
Pulau Buton. Sekarang dengan adanya pemekaran daerah, wilayah itu
terbagi menjadi beberapa wilayah kabupaten, yaitu:
1. Kota Bau-Bau
2. Kabupaten Wakatobi
3. Kabupaten Bombana
4. Kabupaten Buton Selatan (Daerah Otonom Baru)
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5. Kabupaten Buton Tengah (Daerah Otonom Baru)
Kabupaten Buton terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi dan
bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis
terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke
selatan di antara 4,960 – 6,250 Lintang Selatan dan membentang dari
barat ke timur di antara 120,000 – 123,340 Bujur Timur meliputi sebagian
Pulau Muna dan Buton.
1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bombana dan
Selat Muna
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Laut
Banda
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Muna
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi NTT dan Laut
Flores
Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan seluas ± km2 dan
wilayah perairan laut diperkirakan seluas± 21.054 km2, dimana pada
tahun 2011 kecamatan di Kabupaten Buton telah ada 21 kecamatan yang
terbagi dalam 178 Desa, 29 Kelurahan, diantaranya Kecamatan Lasalimu,
Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Siontapina, Kecamatan
Batuatas, Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Lapandewa, Kecamatan
Batauga, Kecamatan Kapontori, Kecamatan GU, Kecamatan Lakudo,
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Kecamatan Sangia Wambulu, Kecamatan Mawasangka, Kecamatan
Mawasangka Timur, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kecamatan
Mawasangka Selatan, Kecamatan Talaga Raya, Kecamatan Siompu
Timur, Kecamatan Siompu Barat, Kecamatan Pasar Wajo, Kecamatan
Wolowa, dan Kecamatan kadatua.
Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan
Pasarwajo dengan luas 356,40 km2, Lasalimu 327,29 km2 serta
Kecamatan Mawasangka dengan luas 271,55 km2 atau masing-masing
sebesar 14,31%, 13,14% serta 10,89% terhadap total luas wilayah
Kabupaten Buton. Sedangkan wilayah yang paling kecil adalah
Kecamatan Batu Atas dengan luas wilayah 7,18 km2 atau 0,29% dari total
luas wilayah Kabupaten Buton.47
B.  PROFIL KABUPATEN BUTON SELATAN
Kabupaten Buton Selatan (BUSEL) merupakan salah satu kategori
daerah berkembang di daratan selatan Buton dengan luas wilayah ± 2.681,22
km dengan penduduk pada tahun 2010 berjumlah 275.716 jiwa terdiri atas 7
(tujuh) kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi alam yang dapat
dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan
47 http://Butonkab.bps.go.id/index.php/menugeo
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pemerintahan. Wilayah yang berada tepat disamping Kota Bau-Bau sebagai
daerah penting penyangga urbanisasi dari kota ambon.
Kini wilayah Buton Selatan telah menjadi kota kabupaten yang juga
bersamaan dengan daerah lain seperti kabupaten Buton tengah. Karena
adanya efek urbanisasi maka pertumbuhan masyarakat harus di penuhi oleh
pemerintah Kabupaten Induk Buton.
Permasalahanya kemudian muncul ketika pemerintah Kabupaten
Induk Buton tidak mampu mengatasi masalah pertumbuhan dan
pembangunan masyarakat. Letak pusat daerah pemerintahan yang terlalu
jauh dengan wilayah-wilayah yang selalu berkembang sesuai kebutuhan
penduduknya disamping juga kesenjagan ekonomi antara wilayah-wilayah
yang berada tepat dibibir Kota Bau-Bau dengan daerah yang berada
dipedalaman yang masih dalam lingkup Kabupaten Induk Buton, hal ini
dikarenakan terlalu luas wilayah kabupaten Buton itu sendiri.
kebijakan perekonomian yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten
Induk Buton tidak sesuaian untuk wilayah Kabupaten Buton Selatan
sementara wilayah Kabupaten Buton Selatan menjadi daerah potensi alam
terbesar di Daratan Buton. Karenanya wajar apabila dikemudian hari
masyarakat diwilayah jajirah Buton Selatan menuntut untuk adanya
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pemisahan wilayah-wilayah tersebut dengan wilayah induknya, lebih tepatnya
biasa kita kenal dengan istilah “pemekaran wilayah”.
B.1 Gambaran Umum Kabupaten Buton Selatan
Sebagai wilayah yang telah menjadi daerah otonomi baru, tentunya
Buton selatan memiliki gambaran umun tentang wilayahnya yang
dilakukan oleh badan pertimbangan otonomi daerah (DPOB). Dengan
demikian gambaran umum tentang kondisi yang ada pada Kabupaten
Buton Selatan ini kemudian akan menjadi data penting untuk mengatahui
proses pertumbuhan dan perkembangan pasca pembentuknya
Kabupaten Buton Selatan adalah salah satu daerah berkembangan
di provinsi sulawesi tenggara, wilayah yang berbatasan langsung dengan
Kota Bau-Bau merupakan sebuah keuntungan geografis bagi Kabupaten
Buton Selatan. dan wilayah yang kemudian hari di sebut dengan daerah
otonomi baru kabupaten yang merupakan sebuah wilayah yang terletak di
ujung selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang berbatasan langsung
dengan Kota Bau-Bau.
Nilai  strategis yang dimaksud adalah karena wilayah Buton
Selatan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang secara
geografis  bersebelahan dengan daerah Kota Bau-Bau, namun bila
ditinjau dari segi politik, kondisi politik di wilayah pemerintahan masih
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dalam proses pembenahan dan penstabilan. Berikut kondisi geografis,
ekonomi, dan politik.
B.1.1 Kondisi Sisiografis
Buton Selatan merupakan sebuah wilayah  dengan luas kurang
lebih wilayah 2.681,22 km dari luas wilayah kabupaten Buton. Dengan
jumlah penduduk 275.716 Kabupaten Buton Selatan terletas diujung
selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan secara administratif terdiri 7
(tujuh) kecamatan.48 Wilayah Kabupaten Buton Selatan mempunyai
batas-batas wilayah:
a. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Buton dan
Laut Flores
c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Bau-Bau dan
Kabupaten Buton
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
Masyarakat di wilayah Buton Selatan mengalami perubahan
sosial dari budaya yang signifikan, struktur yang semula homogen
dengan budaya paternalistik, statis, dan agamis mengalami perubahan
48 Kecamatan Batauga, Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Batu Atas,
Kecamatan Siompu, Kecamatan Siompu Barat, Kecamatan Kadatua.
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menjadi struktur materialistis, dan sekuler agamis yang merupakan ciri
kota berkembang. Perubahan sosial budaya ini dikarenakan terjadinya
proses asimilasi budaya benturan masyarakat pendatang dengan
masyarakat yang berdiam menetap lama dikawasan tersebut atau
biasa dikenal dengan masyarakat tradisional. Perubahan ini juga besar
pengaruhnya dari sosial masyarakat Kota Bau-Bau yang secara
geografis berdampingan dengan Buton selalan.
Interaksi berlangsung sangat efektif dengan mobilitas
masyarakat yang tinggi dan dinamis menyebabkan adanya pergeseran
nilai-nilai sosial budaya menjadi Sosial budaya yang metropolis. Hal ini
juga ditunjang dengan adanya sarana prasarana informasi dan
komunikasi serta perhubunggan yang lancar. Sehingga budaya
masyarakat Buton Selatan memiliki kultur tidak jauh berbeda dengan
kota Kabupaten Induk Buton. Namun memiliki ciri khas tradisional
artistik.
Alkulturasi budaya tersebut menjadi nilai tambah bagi Buton
Selatan dengan adanya sosial budaya dan agama, dipastikan dalam
hal ini telah terjadi stratifikasi budaya yang signifikan pula.
Pengelompokan masyarakat ini merupakan hal yang wajar bagi
sebuah wilayah dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan
perkembangan daerah yang sangat cepat bagi Buton Selatan.
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perkembangan daerah Buton Selatan yang cepat tersebut telah
menarik berbagai sumber daya manusia yang berkualitas untuk tinggal
dan berkembang. Oleh karena itu masyarakat Buton Selatan berusaha
menanggulanginya dengan membangun infrastruktur-infrastruktur agar
terjadi sebuah pemerataan, baik pembangunan maupun pemerataan
penduduk.
B.1.2 Kondisi Politik
Kondisi politik daerah otonom baru (DOB) semasa
pembentukannya dorongan masyarakat begitu terasa demi
menyuarakan untuk memisahkan diri dari wilayah induk dan tidak
banyak juga melahirkan pro dan kontra sehingga di dalam proses
perjalanannya pembentukan Kabupaten Buton Selatan bukan sesuatu
yang mudah.
Jika melihat kebelakang Seperti yang telah diketahui
pembentukan DOB Buton Selatan telah menelan banyak
pengorbanan. Di masa perjalananya telah melahirkan kontra dengan
pemerintah daerah Buton LM. Syafei kahar karena persoalan
kemampuan keuangan kemampuan daerah. Sekalipun mendapat
perlawanan namun para inisiatif pembentukan kabupaten Buton
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mencoba membangun komunikasi dengan beberapa pihak yang
dianggap bisa memuluskan Busel.
Pada tingkat akar rumput ide proses pemekaran busel
dibangun oleh Barsa busel yang merupakan pihak pertama yang
menyuarakan  untuk dibentuknya Kabupaten Buton Selatan. kegiatan
awal yang dilakukan Barsa yakni membangun komunikasi dengan
tokoh masyarakat dan ketua Adat karena wilayah busel sebagai
wilayah juga pernah menjadi cikal bakal perjalanan kejayaan kerajaan
dan Kesultanan Buton.
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan merupakan consensus
yang terencana, dan sebuah konsekwensi politik yang diakibatkan
oleh kesamaan cita-cita atau tujuan, yakni, terwujudnya pemekaran
busel. Pembentukan busel juga melahirkan sejumlah elite pemekaran,
elite ini kemudian menjadi elite penting kesuksesan busel baik tingkat
lokal maupun pada tingkat pusat
Tingkat pusat puncaknya tanggal 18 juni 2013 menimbulkan
kegaduhan di gedung DPR RI di Jakarta, Terjadi konflik pada saat
agenda rapat dengar pendapat (RDP) antara pemerintah provinsi
Sulawesi tenggara, pemerintah kabupaten Buton dan anggota Komisi
II DPR RI sedang berlangsung karena batas wilayah. Namun
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kemudian proses ini tidak berlangsung lama setelah ada mediasi untuk
bersama-sama mengsukseskan pembentukan Buton Selatan.
Dinamika proses pembentukan busel tidak berakhir disitu, saat
pembahasan RUU Busel sempat mengalami morathorium
(penundaan) akibat penyerahan asset wilayah yang belum dibayar
oleh pemkab. Buton terhadap wilayah yang sempat mekar tahun 2001
sampai 2003 yakni Bau-Bau, Bombana, dan Wakatobi. Tapi berkat
upaya elite akhirnya Buton Selatan dapat mekar menjadi daerah
otonomi baru pada tahun 2014.
Kabupaten Buton Selatan masa pasca pembentukanya sebagai
daerah otonom yang terbilang dekat dengan kota saat ini telah
memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri
yang secara langsung akan selalu bersinggungan dengan pemerintah
daerah Kota Bau-Bau. Maka dalam hal ini akan lebih memudahan
kedua bela pihak tersebut untuk melakukan koordinasi dalam bidang-
bidang politik, keamanan dan kebijakan publik untuk meminimalisir dan
menggulangi sosial politik yang mungkin terjadi antara kedua
wilanyah.
Disisi lain Bau-Bau sebagai kota madya juga berkembang
seiring keadaan politik dan ekonomi di Timur Indonesia, sebagai
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penghubung perdagangan dari timur dan barat. Jalur yang sangat
strategis akan sangat menguntungkan bagi Kabupaten Buton Selatan
karena memiliki nilai strategis dalam pembangunan daerahnya.
B.1.3 Potensi Ekonomi
Wilayah Buton Selatan awalnya adalah wilayah pendesaan
yang berevolusi dalam kurung waktu 15 tahun. Seiring dengan
datangnya urbanisasi limpahan penduduk yan terlalu padat dari
wilayah ambon. Wilayah Buton Selatan yang semula berupa kawasan
perkebunan produktif dan desa nelayan produktif. Namun seiring
dengan perkembangan zaman Buton Selatan mengalami perubahan
komposisi tata guna lahan. Hal ini  ditandai  dengan semakin
merebaknya kawasan pemukiman yang memadati wilayah Buton
Selatan.
Potensi ekonomi di Kabupaten Buton Selatan secara utuh
memiliki 7 (tujuh) potensi tambang seperti: mangan, uranium, nikel,
aspal, pasir, besi, batu marmer, dan logam mulia yang sebahagian
sudah menjadi komoditas ekspor.
Potensi ekspor yang paling terbesar selain tambang yaitu ikan
laut mencapai 41.168,52 ton, sehingga Kabupaten Buton Selatan
merupakan jalur ikan terbesar di Indonesia. Selain di Kabupaten Buton
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Selatan terdapat juga budidaya rumput laut yang produksinya
mencapai 1.258,89 ton.
Produksi hutan Buton Selatan adalah rotan jenis batang yang
memiliki luas areal 150 Ha  dengan total produksi 85.603 ton dan nilai
produksinya mencapai 34.241.200,00. Selain juga terdapat
pekerbunan pohon palm agel, dimana agel tersebut  bisa dibuat tuli
yang dirangkai untuk dibuat sebagai tas tangan agel. Dimana tas agel
ini merupakan salah satu cenderamata khas sulawesi tenggara.
B.2  Sejarah Pembentukan Kabupaten Buton Selatan
Bukanlah waktu yang singkat dan mudah untuk merealisasikan
pemekaran wilayah, walaupun dalam kerangka reformasi politik, peluang
pemekaran wilayah dibuka selebar-lebarnya yang tertuang dalam UU No.
34 Thn 2004. Namun walaupun demikian, segenap para penyelenggara
pemekaran wilayah harus menjalangkan syarat dan ketentuan
administrasi yang sudah ditetapan dan menjadi titik dasar Pembentukan
Daerah. Dalam hal inilah yang kemudian dilaksanakan oleh segenap para
penyelenggara pembentukan wilayah di Buton Selatan.
Merosotnya pembangunan bidang politik, ekonomi, dan sosial-
budaya merupakan sebuah pendorong bagi segenap masyarakat untuk
menuntut pembentukan daerah baru diwilayahnya. Selayaknya sebuah
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rumah tangga bercerai  merupakan sebuah keputusan yang pahit harus
diterima oleh salah satu pihak, adanya Pembentukan Daerah baru secara
otonom merupakan sebuah ide,  yakni berpisahnya sebuah wilayah dari
induknya dalam sebuah kabupaten atau provinsi. Dalam upanya
pembentukan pemerintahan baru ini, tarik—menarik antara kelompok
yang setuju dan tidak setuju terhadap pemekaran daerah di suatu wilayah
adalah hal yang lumrah, namun akibatnya yang terjadi adalah
memanasnya suhu politik di wilayah tersebut.
Namun dalam hal ini juga memicuh dampak positif, lahirnya sebah
identitas lokal yang ada di masyarakat, berkurangnya wewenang dan
kendali pemerintah pusat terhadap daerah menjadi bukti positif dari
lahirnya sebuah ide Pembentukan Daerah/pemekaran wilayah di daerah
tersebut. Demikian pula yang terjadi  diwilayah Kabupaten Buton Selatan.
B.2.1 Munculnya Wacana Kabupaten Buton Selatan
Wacana pembetukan Kabupaten Buton Selatan memiliki cerita
yang beragam, semua pihak yang terlibat secara langsung  dalam
proses, dalam hal ini merasa berjasa. Oleh karena itu, dalam hal
penulis berusaha mencari data-data dari sumber yang ada. Baik itu
berupa tulisan-tulisan, maupun dari saksi-saksi atau pelaku yang
mengikuti proses pembentukan Buton Selatan, untuk menghasilkan
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sebuah karya ilmiah yang mendekati dengan nilai-nilai obyektif
tentunya.
Berawal dari sebuah keprihatinan dan kepedulian sosial,
tepatnya beberapa tahun terakhir, Sejak tahun 2003 lalu wacana
pemekaran Buton Selatan (Busel) telah menggelinding di tengah-
tengah masyarakat, walaupun isu pemekaran busel kadang dijadikan
sumber daya politik bagi beberapa pihak tertentu. Akan tetapi harapan
masyarakat kelas bawah yang mendiami selatan pulau Buton tetap
mengharapkan pemekaran Buton Selatan menjadi daerah otonomi
baru.
Perjuangan selama tujuh tahun itu sebenarnya cukup menguras
semangat masyarakat yang berada dalam penantian panjang untuk
melihat daerahnya yang selama ini jauh dari pusat pemerintahan kelak
akan menjadi Ibukota kabupaten atau setidaknya lebih dekat untuk
akses pemerintahan. Akan tetapi masyarakat busel sampai saat ini
selalu menanti dengan harap untuk terbentuknya Daerah Otonomi
Baru (DOB) Buton Selatan. wacana yang sudah lama ada pada
masyarakat  dan para tokoh sejak tahun 2003. para Tokoh Adat dan
Tokoh Masyarakat menghendaki adanya pemekaran di wilanyah
Kabupaten Buton.
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Dukungan tersebut terpacuh pada satu alasan bahwa secara
Geografis Daerah wilanyah Buton Selatan telah mendapat pengujian
dari Badan Pusat Statistik. Wilayah Buton Selatan terdapat Daerah
Pulau seperti Batu Atas, Siompu dan Siompu Barat yang memiliki
potensi dikembangkan. Seruan tokoh masyarakat terhadap DOB
merupakan jalan tercepat dan efektif untuk mendekatkan pelayanan
publik ke masyarakat Busel. apa yang dirasakan masyarakat
dikecamatan (seperti Lapandewa, Batu atas, Siompu, Siompu Barat,
Kadatua) kurang penyediaan sektor perlayanan publik seperti
puskesmas, akses jalan, listrik menjadikan empat kecamatan ini
sangat memerlukan sentuhan pemerintah yang  lebih Otonomi.
Alasan yang menguatkan ialah format pembangunan wilayah
Kabupaten Buton beberapa tahun belakang hanya berfokus pada
Ibukota Kabupaten. Maka dari itu, masyarakat membangun lobi-lobi
dan wacana pembentukan Kabupaten Buton Selatan mulai di
demostrasikan kepada masyarakat  umum untuk mempengaruhi
pemerintah setempat. Dalam kondisi yang demikian itu, melihat
tuntutan yang terus mendesak disamping ada keinginan pemerintah
untuk membangun  Provinsi Buton Raya maka keluarlah SK Bupati
Kabupaten Buton Nomor 46 Tahun  tertanggal 153 maret 2007 tentang
80
pembentukan panitia Khusus untuk mempersiapkan Buton Selatan
menjadi daerah tingkat II.
B.2.2 Faktor Pendukung Terbentukanya Kabupaten Buton Selatan
Dengan melihat perkembangan sosial politik dan fisik Buton
Selatan, nampak ada sejumlah permasalahan mendasar yang dapat
menyebabkan pemekaran di wilayah. Namun demikian semua elite
tersebut tidak akan mencapai hasil seperti sekarang kalau tidak ada
campur tangan elite lokal, regional, dan pusat yang memanfaatkan
kondisi yang ada untuk memekarkan daerah.
Kombinasi elite yang sangat kuat yang oleh elite lokal, regional,
dan pusat dijadikan dasar bagi ide dan perjuangan pemekaran daerah.
Di dalam hal ini dapat terjadi bahwa di satu pihak para elite daerah
(atau elite pusat yang berasal dan berakar di daerah) memiliki peluang
untuk memperoleh akses ke sumber-sumber ekonomi dan politik bagi
kepentingan pribadi (rent seekers), namun di lain pihak bisa juga
memang betul-betul di desak oleh rakyat di daerahnya untuk
memperjuangkan pemekaran agar semua permasalahan tersebut
dapat diatasi.
Munculnya elite-elite yang hadir sebagai pejuang pemekaran
yang dengan alasan apapun mampu mendorong penyiapan proses
proses menjadi sebuah kenyataan. Para Elite ini ternyata memegang
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peranan penting dalam membaca dan sekaligus menyikapi
perkembangan tata pemerintahan. Elite ini juga belajar bagaimana
menyikapi hadirnya regulasi dalam bentuk UU No. 32 tahun 2004
kemudian di ganti UU No. 23 tahun 2014 dan PP 78 tahun 2007.
Dinamika elite ini bukan saja sebatas bergerak pada teritori di mana ia
berdomisili, tetapi juga membangun jejaring pada aras provinsi dan
pusat. Jika dapat dikategorisaskan, maka para elite ini dapat dipilah
dalam tiga kelompok, yakni: birokrasi, legislatif, tokoh masyarakat (civil
society), dan gabungan dari ketiganya.
Dalam praktik membangun interaksi politik, bisa terjadi elemen-
elemen elite tersebut menjadi berbaur. Meski demikian, wilayah yang
mekar seperti Buton Selatan dapat ditandai dengan aktifnya elite yang
berasal dari elemen birokrasi  dan dominasi peran tokoh civil society.
elite (yang sama) ini jika dicermati ternyata tidak hanya aktual dalam
satu penggal momentum pemekaran saja, melainkan juga proaktif
menyikapi perkembangan perpolitikan pascapemekaran.
Disisi lain elite pendukung dari dalam, tersosialisasinya konsep
pemekaran wilayah dan pembentukanya Kabupaten Buton Selatan
secara tidak langsung telah memicuh hadirnya beberapa kelompok
organisasi kemasyarakatan, baik yang menolak maupun yang
mendukung adanya Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
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Namun positifnya dalam hal ini, suasana dinamis antar
organisasi/kekeluargaan tetap di utamakan.
Organisasi gerakan pemuda Buton Selatan dan persatuan
tokoh masyarakat Buton Selatan yang di anggap beberapa kalangan
adalah organisasi pencetus konsep pemekaran Buton Selatan dan La
Hijira berperan sebagai patner pemerintah daerah dalam mewujudkan
aspirasi masyarakat dan pembentukan Buton Selatan, merupakan
salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh seluruh gabungan
organisasi masyarakat lokal, baik yang mendukung maupun yang
menolak pembentukan Buton Selatan. juga menjalin komunikas-
komunikasi politik dengan sejumlah elemen-elemen yang memiliki
kendali penting dalam prosesnya dikemudian hari, baik dari DPRD
kabupaten, provinsi, hingga DPR RI.
Hadir pula organisasi lokal lain yang turut serta dalam proses
pemekaran dan pembentukan Buton Selatan seperti organisasi
keagamaan diantaranya, forum silaturahmi warga Buton Selatan,
forum komukasi remaja mesjid (FKRM) Batauga, dan yayasan
kemasyarakatan kerukunan keluarga Batauga, sedangkan dari
organisasi yang ada forum masyarakat peduli Sampolawa, kerukunan
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tokoh adat dan tokoh masyarakat, forum pemberdayaan masyarakat,
ikatan mahasiswa Buton Selatan.
Sedangkan elite pendukung dari luar, yang juga memiliki
sumbangsih besar bagi terbentuknya Kabupaten Buton Selatan tentu
saja peranan penting dari segenap anggota DPRD yang sudah susah
payah dalam mengupayakan terbentukanya Kabupaten Buton Selatan
melalui keputusan paripurna, yang menghasilkan keputusan DPRD
kabupaten Buton No. 10/ DPRD/2008 Tangal 10 Mei 2008 tentang
Persetujuan Penetapan Pembentukan Calon Kab. Buton Selatan. dan
Keputusan Bupati Buton No. 155 tahun 2008 tanggal 18 maret tentang
persetujuan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Buton Selatan.
Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara No. 8 tahun 2010
tanggal 16 juni tentang penyempurnaan atas keputusan DPRD
sulawesi tenggara No. 3 tahun 2008 tentang persejutuan
Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Buton Selatan serta
Keputusan gubernu Provinsi Sulawesi Tenggara nomor: 355 tahun
2010 tentang perubahan atas keputusan Gubernur nomor: 357 tahun
2008 tentang persetujuan Pembentukan Daerah otonomi baru
Kabupaten Buton Selatan.
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BAB V
PEMBAHASAN
Munculnya Dekrit Presiden pada tahun 1959, yang menyatakan
kembali menggunakan UUD 1945 yang mendasari adanya negara kesatuan,
menyebabkan kekuasaan elite-elite politik diaras lokal menjadi kurang
dominan dalam penyelenggaraan system pemerintahan daerah. Di sini
makan “Ketunggal Ikaan” menjadi lebih nyata dibandingkan warna
“Kebhinekaan”.
Walaupun ada usaha untuk kembali desentarlisasi kekuasaan dengan
munculnya UU No 32 Tahun 2004, namun dorongan elite politik lokal untuk
lebih mewujudkan makna pembentukan daerah otonom baru (DOB) lebih
jelas dan menggebu-gebu. Terlepas dari kemampuan sosial-politik-ekonomi
untuk secara teknis dapat dikatakan sebagai “benar-benar mampu mekar”,
namun kapasitas sosial-politik dan keinginan daerah untuk memperoleh
pembagian “kue pembangunan” yang lebih adil nampaknya menjadi lebih
besar, lebih kuat, dan akan sulit dibendung.
Meskipun setiap pembentukan daerah otonom baru tidak terlepas dari
peran elit lokal dan nasional dalam menggerakkan tujuan terbentuknya suatu
provinsi/kabupaten/kota, tetapi kasus Kabupaten Buton Selatan mempunyai
suatu hal yang spesifik tersendiri. Momentum berlakunya tuntutan otonomi
daerah melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
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Daerah saat itu, telah secara maksimal bagi setiap elit lokal untuk
mengajukan aspirasi pemekaran daerah. Ketentuan lebih lanjut pemekaran
daerah saat itu masih diatur dalam PP No. 78 Tahun 2007, yang dianggap
mendorong mudahnya proses untuk dilakukan suatu pemekaran daerah.
Fenomena mayoritas RUU selama kurun waktu 2012-2014 dianggap
memang kondusif, karena pemekaran daerah sangat dominan dalam politik
legislasi DPR. Konstruksi RUU ini sangat memudahkan terjadinya lobi
tertentu antar elit pusat dan daerah, serta secara teknis dianggap tidak
terlampau sukar untuk memformulasikan drafting RUU nya.
A. BAGAIMANA PERAN ELITE LOKAL DALAM PEMBENTUKAN
KABUPATEN BUTON SELATAN.
Elite politik adalah individu atau kelompok yang memiliki pengaruh
dalam proses pengambilan keputusan politik (Suzanne Keller).49 Jika
mengacu pada elite lokal  adalah individu yang memegang peran penting
dalam keputusan-keputusan politik pada tingkat lokal.
Pembentukan otonom daerah baru akan memberikan implikasi positif
bagi dinamika aspirasi masyarakat dan elite lokal setempat. Usulan
pembentukan daerah otonom baru bagi elite politik lokal tidak lagi bersifat
“given” (menerima) dari elite pusat (Pemerintah pusat) namun justru elite
49 Lihat Jayadi Nas, Konflik Elit Di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal, Hal. 33.
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lokal (birokrasi, politisi, bupati, Gubernur) yang mesti mengambil inisiatif
dalam meloloskan perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) sesuai
dengan aspirasi, dan sosio-kultural pemerintah pusat.
Dalam konteks Pembentukan Kabupaten Buton Selatan, Komisi II
DPR RI telah menetapkan Rancangan Undang-Undang Kabupaten Buton
Selatan masuk dalam agenda prioritas pemerintah pusat bersamaan dengan
pembentukan 19 (Sembilan belas) DOB di Indonesia. Usulan penetapan
RUU 19 (Sembilan belas) DOB tersebut atas hak inisiatif DPR yang masuk
daftar pembahasan Komisi II.50
Lobi kepada pemerintah pusat, termasuk melalui kelembagaan DPR,
pada gilirannya memperoleh tanggapan positif. Pemerintah pusat
mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) Nomor: R-46/Pres/05/2012 tanggal
11 mei 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan DPR dengan menugaskan
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mewakili Presiden Susilo
Bambang Yudoyono dalam pembahasan RUU tentang Pembentukan
Kabupaten Buton Selatan.
Kemudian sesuai Keputusan Rapat Badan Musyawarah (BAMUS)
DPR RI tanggal 24 Mei 2012 dan surat pimpinan DPR RI Nomor:
TU.04/04966/DPR RI/V/2012 tanggal 24 Mei 2012, memutuskan menyetujuai
50 Hasil wawancara La ode Tarmin dengan panitia  pemekaran kabupaten  Buton selatan.
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Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten Buton Selatan diserahkan
pada komisi II DPR RI untuk proses pembicaraan tingkat I.
Dari ke-19 (Sembilan belas) RUU tersebut, komisi II DPR RI telah
menyelesaikan sebanyak 14 (empat belas) RUU dan menjadi Undang-
Undang dengan rincian sebagai berikut;
1. Pada tanggal 25 oktober 2012 telah disahkan 5 (lima) RUU;
2. Pada tanggal 14 desember 2012 telah disahkan 7 (tujuh) RUU dan;
3. Pada tanggal 12 april 2013 telah disahkan 2 (dua) RUU.
Sedangkan pembahasan pembentukan DOB terhadap 5 lima (lima)
RUU pembentukan daerah otonom lainya yakni;
1. Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas
utara di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Muna Barat
di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kota Raha di Provinsi
Sulawesi Tenggara;
4. Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Buton
Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara;
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5. Rancangan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Buton
Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara.51
Masih dalam proses penundaan (morathorium) dan akan di bahas
pada masa persidangan IV tahun 2012-2013.52 Seperti yang di ungkapkan
ketua Komisi II DPR RI agung Gunanjar Sudarsa;
Hingga akhir tahun tahun 2012, Komisi II sudah menyelesaikan
pembahasan 12 RUU dan sudah disahkan menjadi UU. "Dalam Rapat
Paripurna tanggal 25 Oktober 2012 telah disahkan 5 RUU menjadi
undang (UU). Selanjutnya pada Rapat Paripurna bulan desember
2012 telah disahkan 7 RUU menjadi UU.53
Hal serupa di ungkapkan oleh Wahyu Refi Wakil Sekretaris Jenderal
Partai Amanat Nasional (PAN) :
Lima DOB yang belum terbentuk adalah RUU Pembentukan
Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten
Muna Barat, dan Kota Raha di Provinsi Sulawesi Tenggara. RUU ini
disetujui untuk dibicarakan lebih lanjut pada masa sidang berikutnya.54
Khusus Kabupaten Buton Selatan faktor terjadinya Morathorium
Rancangan Undang-Undang tersebut yakni pertama; disebabkan pemerintah
kabupaten Buton masih terlibat penyelewengan dana hiba atas pembentukan
51 Lihat laporan komisi II DPR RI pembicaraan Tingkat I tentang pengambilan keputusan RUU
pembentukan daerah otonom baru
52 Ibid. laporan komisi II DPR RI.
53 Lihat laporan Rapat Paripurna komisi II DPR RI mengeluarkan 2 (dua) RUU yakni Kabupaten
Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi
Sulawesi Tenggara (Sultra).
54 Sumber Jaringnews.Com : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/40895/kemakmuran-
rakyat-bukan-perkara-pemekaran-daerah-semata. dikutip pada rabu 20 agustus 2014. Pukul.21:00
Wita.
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Kota Bau-Bau di tahun 2001. Seperti yang diungkapkan Djohermansyah
Djohan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri:
Pemerintah belum meloloskan usulan pemekaran daerah itu karena
permasalahan terkait pelimpahan sejumlah kewenangan dari daerah
induk. Kabupaten Buton sebelumnya pernah mekar menjadi Kota
Baubau pada 2001. Namun dana hibah serta aset, seperti yang
tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Baubau, belum juga diberikan oleh Kabupaten Buton sebagai
daerah induk.55
Kedua; factor penghambat proses pembahasan RUU Kabupaten
Buton Selatan yakni penempatan Ibukota Kabupaten Buton Selatan yang
sebelumnya telah ditetapkan di kecamatan Batauga (La ompo) berdasarkan
Keputusan Bupati Buton No. 155 tahun 2008 tanggal 18 maret tentang
persetujuan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Buton Selatan namun rupaya
menimbulkan permasalahan baru di tingkat lokal. Seperti diungkapkan oleh
Abdul Hakam Naja (Anggota Komisi II DPR RI);
Sejumlah perwakilan masyarakat yang mengatasnamakan Masyarakat
Buton Selatan dan Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM Kecamatan
Sampolawa dan Kecamatan Lapandewa, Buton, Sultra mendatangi
Komisi II DPR menyerahkan surat pernyataan sikap. Dalam surat itu
mereka meminta lokasi Ibu Kota calon Kabupaten Buton Selatan
direvisi. Jika yang sudah disepakati dalam rapat Panja Komisi II
dengan Gubernur Sultra Nur Alam dan dihadiri Mendagri Gamawan
Fauzi, kecamatan Batauga sebagai Ibu Kota Kabupaten Buton
55Sumber kompas.com
http://nasional.kompas.com/read/2014/01/17/2009492/Pembahasan.65.DOB.Usai.Kemendagri.Selesaik
an.Usulan.Lama. Dikutip hari Rabu tanggal 20 agustus 2014. Pukul. 21. 30 Wita.
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Selatan, perwakilan warga ini meminta Ibu Kota tetap di Kecamatan
Sampolawa.56
Hal serupa yang di ungkapkan oleh Saleh Ganiru, S.Ag DPRD wakil
ketua DPRD Kabupaten Buton;
Salah satu penghambat keputusan pemekaran terhadap nasib Busel
karena Ibukota Kabupaten Buton Selatan, antara kecamatan
Sampolawa dan kecamatan Batauga. itu nak! yang buat bahasan
busel belum ada keputusan final.57
Jika melihat pada mekanisme pembahasan RUU DOB pemerintah
pusat, elite lokal dapat menempuh jalur lain jika usulan bermasalah. Di
tingkat pusat mekanisme pembahasan usulan pembentukan daerah otonom
baru (DOB) memakai sistem tiga pintu yakni Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Menteri Dalam Negeri
(Mendagri).58 Keterlibatan tiga lembaga tersebut dalam pembahasan usulan
pembentukan daerah otonom baru (DOB) adalah pilihan alternative elite lokal
untuk mempercepat usulan pembentukan daerah otonom baru baik cara
formal maupun cara tidak formal.
Menanggapi sejumlah format permasalahan pembahasan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Kabupaten Buton Selatan, para elite lokal kemudian
mendatangi komisi II DPR RI, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk
tetap memberikan kesempatan mereka agar usulan tetap di bahas pada
56 Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/02/13/216393/Panja-Minta-Letak-Calon-Ibukota-
Buton-Selatan-Dipastikan. diakses tanggal 28 agustus pukul 19:00 Wita.
57 Hasil wawaancaran dengan Saleh Ganiru, S.Ag. kantor DPRD. Pada tanggal 28 agustus 2014
58 Lihat UU No. 10 tahun 2004 dan UU MD3
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sidang selanjutnya. Wawancara dengan La ode Tarmin (Panitia Percepatan
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan);
Sebenarnya permasalahan terkait kendala pembahasan RUU
Kabupaten Buton Selatan, kami sudah antisipasi sejak RDP pada
tanggal 14 april 2011 terutama terkait Dana Hiba yang menjadi
keberatan pemerintah pusat. Pak Gamawan telah mengigatkan kami
untuk segera menyelesaikan persoalah asset yang menjadi tanggung
jawab pemerintah kabupaten, namun rupaya sampai tiba Rapat
Paripurna pertama RUU pada bulan mei tahun 2012  pemerintah
kabuten Buton belum menyelesaikan persoalan itu, sehingga
meskipun telah ada RUU untuk Kabupaten Buton Selatan tetap saja
busel kena sangsi penundaan. Akan tetapi kami terus berupaya
dengan meminta mendagri dan komisi II untuk memberikan
kesempatan kepada Buton selatan untuk menyelesaikan persoalan
yang ada.59
Pada tanggal 10 juli 2013 panitia pembentukan Kabupaten Buton
Selatan yang di wakili La ode Tarmin, Bupati Buton, dan Ketua DPRD
Kabupaten Buton memenuhi/menghadiri undangan Rapat dari Departemen
Dalam Negeri dalam rangka evaluasi usulan pemekaran daerah di Hotel
Mercure Jalan Hayam Wuruk No. 123 Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh
Pemerintah Daerah dan Panitia daerah yang mengusulkan pemekaran antara
lain Kabupaten Muna (Kabupaten Muna Barat dan Kota Raha) dan
Kabupaten Buton (Kabupaten tengah dan Kabupaten Buton Selatan).60
Dalam kesempatan rapat tersebut elite lokal langsung melakukan
interupsi meminta dan mendesak Depdagri agar Kabupaten Buton Selatan di
59 Hasil wawancara dengan La ode La ode Tarmin, tanggal 5 Agustus 2014 kelurahan Laompo.
60 Ibid. wawancara La Ode La ode Tarmin.
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percepat pembahasanya. Karena pandang elite seluruh persyaratan
administrasi sebagaimana atau sesuai yang disyaratkan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007
telah memenuhi syarat Buton selatan untuk menjadi daerah otonom baru.
Meskipun disisi lain secara internal elite Lokal (Bupati Buton) melalui
tim kecilnya terus membangun komunikasi dan melobi Menteri Dalam Negeri,
selain segenap anggota Pansus terus melengkapi berkas tentang
pembentukan Kabupaten Buton Selatan. Dalam hal ini  gubernur sultra (juga
diminta untuk mendekati Lembaga Departemen lainnya dan Dewan
Pertimbangan otonomi daerah (DPOD) untuk mempercepat proses
pembahasan RUU Buton Selatan. Wawancara Dengan Saleh Ganiru,
S.Ag (Wakil ketua DPRD Kabupaten Buton):
Mengenai kendala pemekaran Kabupaten Buton Selatan kami sudah
membicarakan secara internal dengan Mendagari, melalui tim kecil
yang kami bentuk sebab asset Hiba Kebetulan pada saat pembahasan
RAPBD 2012, anggaran tersebut terlupakan untuk dibahas, sehingga
perlu ada pengalokasian dari pengalihan angaran yang telah
disepakati dalam APBD.61
Dengan hal tersebut, menunjukan sebuah hasil pemerintah pusat
melakukan verifikasi data. Mengetahui kabar tersebut persiapan
pembentukan Kabupaten Buton Selatan semakin di matangkan mekanisme
hibah dan anggaran untuk pemerintahan Kabupaten Buton Selatan seperti
61 Hasil wawancara dengan pada tanggal 28 agustus 2014, kantor DPRD kabupaten Buton.
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yang di persoalkan pemerintah pusat telah di selesaikan oleh pemerintah.
Seperti diungkapkan Nur Alam (Gubernur sultra):
Kami sudah selesaikan masalah hibah aset yang jadi tanggung jawab
Kabupaten Buton. Sudah diselesaikan dengan surat serah terima
penyerahan aset dari Bupati Buton kepada WaliKota Bau-Bau yang
disetujui DPRD. kalau persoalan tersebut yang menjadi alasan
menunda pembahasan, sekarang semua sudah selesai. Karena itu
Pemprov Sultra menyatakan mendukung terbentuknya DOB yang
telah diusulkan maupun yang akan diusulkan berdasarkan potensi,
dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan.62
Dukungan yang kuat dari pemerintah kabupaten Buton membuat
pembahasan pembentukan Busel semakin dilancarkan. Proses pun semakin
lancar ketika komunikasi politik dan presidium pembentukan kabupaten Busel
semakin melancarkan lobi-lobi politiknya.
Dengan demikian dari aspek elite politik lokal sekalipun Menteri Malam
Negeri (Mendagri) yang memberi rekomendasi RUU melalui pertimbangan
DPOD namun keterbukan komunikasi yang dibangun oleh para elite pada
setiap lembaga departemen dalam negeri lainya merupakan sebuah
kesempatan bagi para elite kabupaten Buton bersama para panitia  terus
berupaya meloloskan pembahasan RUU pembentukan Kabupaten Buton
Selatan. Di tambah lagi dengan dimajukan jadwal pembahasan RUU
pembentukan Busel dalam kloter III bersama usulan daerah DOB di Provinsi
Sultra yang rencana akan di Jadwalkan tahun 2014.
62Sumber:http://www.jpnn.com/read/2010/09/03/71598/index.php?mib=berita.detail&id=213981,
dikutip pada tanggal 14 november 2014, pukul 19:37 Wita.
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Pada masa persidangan ke IV Rabu, tanggal 12 febuari 2014 Juni
Komisi II DPR RI membuka sidang dengan agenda pembahasan
pembentukan Kabupaten Buton Selatan yang di hadiri oleh Gubernur
Sulawesi Tenggara, Ketua DPRD Provinsi Sultra, Bupati Buton, Ketua DPRD
Kabupaten Buton, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenpolhukam, dan DPD RI.
Agenda pembahasan tersebut menghasilkan catatan penting bagi elite
lokal pasalnya pembahasan RUU Kabupaten Buton Selatan harus
mengalami penundaan. Pemerintah kabupaten Buton belum menyerahkan
berkas mengenai keputusan Ibukota Kabupaten Buton Selatan sehingga
Komisi II DPR RI akan menjadwalkan persidangan tersebut pada juni 2014.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang kembali mengalami
morathorium membuat elite lokal harus memperkuat lobi pada tingkat pusat.
Lobi merupakan unsure yang paling penting bagi setiap elite lokal yang ingin
mempercepatan usulan pembentukan Kabupaten Buton Selatan, Wawancara
dengan La ode Tarmin (Panitia Percepatan Kabupaten Buton Selatan);
Waktu itu, Saat pembahasan Ibukota Kabupaten Buton Selatan,
penempatan Batauga masih menyisahkan polemik, namun kami sudah
mendapat sinyal positif, tinggal membangun kembali hubungan
dengan pemerintah baik komisi II maupun kementerian dalam negeri,
kami juga juga banyak melakukan konsultasi di DPD melalui la ode
ida.63
63 Ibid. hasil wawancara La ode La ode Tarmin.
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Bagi sebagian elite lokal di Kabupaten Buton bahwa Pembentukan
Kabupaten Buton Selatan telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan
pemerintah sehingga tidak ada alasan untuk menunda. Wawancaran dengan
Kaharuddin Syukur (Sekda Kabupaten Buton);
Mengenai Ibukota Kabupaten Buton Selatan untuk kami tidak terlalu
peduli yang terpenting busel telah memenuhi syarat sesuai ketentuan
perda otonomi baru. Asal ada kerjasama antara pemkab dengan
gubernur. Jadi ketua DPRD kabupaten setelah rapat itu langsung
menghubungi pak dirjen otonomi daerah untuk mendiskusikan
masalah itu. Karena target kami dan teman-teman didaerah yang juga
ikut bersama rombongan ke DPR mengharapkan busel dan buteng
bisa langsung mekar pada bulan juni tahun ini.64
Setelah menyakinkan Posisi di Kemendagri para elite lokal berupa
untuk mendapat simpati DPR RI bersamaan dengan lahirnya aspirasi
pembentukan daerah otonom baru lain, dorongan meloloskan RUU
Kabupaten Buton Selatan di tingkat legislasi saat morathorium sangat kuat.
Secara formal kedudukan komisi II DPR RI dalam kegiatanya
menyelenggarakan pembahasan pembentukan daerah otonom baru adalah
agenda penting bagi elite lokal untuk berupaya agar memuluskan
kepentingan elite lokal yang secara subtansial mewakili aspirasi masyarakat
untuk mendirikan daerah otonom baru.
Kedudukan komisi II merupakan repsentasi dari DPR RI, jika mengacu
pada kedudukan lembaga DPR pada pasal 19 dan 20 memiliki kewenangan
64 Hasil Wawancara di Rumah Jabatan (RUJAB) Pemkab. Buton pada 10 agustus 2014
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melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah dalam agenda prioritas program
legislatisi nasional (prolegnas).65
Arena paket regulasi kewenangan DPR RI bagitu besar membuat
setiap proses legilasi nasional menjadi pusat perhatian elite lokal membuat
perencaan agar dalam mengamankan tuntutan kepentingan mereka pada
Pemerintahan Pusat. Secara tidak langsung sebagai implikasinya UU No. 12
tahun 2011, DPR berhak mengajukan RUU inisiatif pembentukan daerah
otonom baru, atau dengan kata lain sebagai cara tidak normal karena DPR
membuat RUU pembentukan daerah otonom baru dan mengajukannya
kepada presiden untuk menerbitkan amanah presiden (Ampres).
Di pintu DPR RI para elite pemerintah kabupaten Buton yang diwakili
oleh DPRD membentuk tim kecil. Tim dibentuknya untuk terus melakukan
komunikasi dan membangun hubungan yang dinamis kepada beberapa
anggota DPR-RI maupun partai politik yang terlibat secara langsung dalam
proses tersebut. Wawancara La ode Tarmin (Ketua Panitia Percepatan
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan);
Kami melalui tim kecil pergi  komunikasi dengan ketua komisi II DPR
Agung gunanjar. Hal yang paling penting juga adalah selalu
komunikasi dengan lobi partai-partai politik dalam fraksi di DPR untuk
membicarakan Busel secara non formal. Kami meminta seharusnya
65 Lihat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
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pembentukan Kabupaten Buton Selatan tidak perlu dipending,
mengapa DPR tidak menggunakan hak inisitifnya saja.66
Sebagai mana yang tertuang dalam pasal 21 ayat 3 Penyusunan
Prolegnas (RUU) di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari Fraksi, Komisi, anggota
DPR, DPD, atau masyarakat. 67
Prakarsa pembentukan Kabupaten Buton Selatan dalam konteks elit
lokal tentu tidak terlepas dari peranan kelembagaan partai politik yang
berhasil dijangkau. Jangkauan aspirasi DOB melalui jalur kelembagaan,
terutama dengan mengingat konstelasi politik parlemen dan eksekutif di
tingkat nasional. Sehingga, prakarsa elit lokal juga harus memperhitungkan
prioritas perhatian yang dikembangkan oleh partai dalam mengajukan
tuntutan DOB daerah pemerintah pusat.
Perhitungan atas orientasi partai terhadap masalah pemekaran daerah
secara keseluruhan, dapat menjadi hal yang menentukan atas berhasil atau
gagalnya prakarsa elit lokal untuk mendorong pemekaran daerah yang
diinginkannya. Artinya dengan beragam upaya yang terlibat dalam gerakan
menuju proses pembentukan Kabupaten Buton Selatan, maka orientasi
peran elite lokal dikembangkan pada usaha mendekati komisi II DPR RI dari
masing-masing pihak terkait dalam pembahasan proses Rancangan Undang-
66 Ibid. Hasil Wawancara La Ode La ode Tarmin.
67 Lihat pembentukan peraturan perundang-undangan no.12 tahun 2011.
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Undang itu sendiri, hal ini sangat tampak pada pembahasan RUU Kabupaten
Buton Selatan.
Usaha elite lokal dalam menyikapi peranan regulasi juga telah menjadi
penyumbang pembahasan RUU yang dijadwalkan pada bulan juli 2014 juga
akan menjadi hasil dari upaya elite lokal dalam memuluskan proses
pembentukan Kabupaten Buton Selatan. Telah secara maksimal bagi setiap
elit lokal untuk mengajukan aspirasi pemekaran daerah.
Ketentuan lebih lanjut pemekaran daerah saat itu masih diatur dalam
PP No. 78 Tahun 2007.yang dianggap mendorong elite lokal untuk
menyelesaikan segalah tuntutan (morathorium) baik asset daerah atas Kota
Bau-Bau maupun Ibukota Kabupaten Buton Selatan. Wawancara dengan La
Bakry (Wakil Bupati Buton):
Kalau masalah itu dek..!! Kami Pemerintah kabupaten menginginkan
segera dipercepat agar RUU Busel cepat disahkan. jangan hanya
gara-gara asset daerah, dan konflik Ibukota perjuangan masyarakat
terhenti disini. Kami sudah melengkapi berkas dan siap mengusulkan
kembali untuk dibahas Kabupaten Buton Selatan. Kalau masalah
Ibukota kami sudah selesaikan dengan surat keputusan bupati Buton
Nomor 135 tahun 2014, perihal penempatan Ibukota Kabupaten Buton
Selatan. Jadi pemkab Buton berinisiatif mendatangi komisi II dan
mendagri supaya secepat di pembentuk Kabupaten Buton Selatan.68
Sejalan dengan bergulirnya waktu, interaksi dalam proses percepatan
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan sangat memudahkan terbentuknya
konsensus elit lokal dan elite pusat. Konsensus elit politik lokal ini juga dapat
menghindarkan kesan bahwa pembentukan daerah otonom baru hanya
68 Ibid. Hasil Wawancara La Barkrie
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menjadi komoditas kepentingan elit itu sendiri. Sehingga, substansi
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah setempat semakin
mudah diformulasikan sebagai alasan bagi pentingnya pemekaran yang
harus segera dilakukan atau tidak dapat ditunda-tunda lagi.
Untuk memuluskan Pembentukan DOB Busel sebelum mendatangi
DPR-RI, pihak penggiat pemekaran Kabupaten Buton Selatan, terlebih
dahulu mendatangi kantor Departemen Dalam Negeri, yang diterima oleh
Direktur Penataan Daerah Abdul fatah dan Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah
Ahmad Zubaidi, untuk menyerahkan berkas Pembentukan Kabupaten Buton
Selatan.
Laswell menyatakan bahwa elit yang paling unggul kedudukannya
adalah kelompok yang mempunyai kekuasaan politik. Kekuasaan politik ini
kemudian melahirkan keputusan-keputusan yang wujudnya secara formal
adalah paling otoritatif di antara nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Untuk
mempertahankan keputusan-keputusan politik yang mengikat masyarakat
tersebut, elit tersebut berusaha menanamkan kecakapan-kecakapan dalam
dirinya.69
Untuk percepatan Pembentukan Kabupaten Buton Selatan, para elite
lokal dari pihak Pemprov yang di wakili oleh wakil Gubernur H. M. Saleh
69 Ibid. hal 45
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Lasata, di dampingi  wakil Ketua DPRD sultra Muh. Endang Sa.S.Sos, dan
kepala biro Pemprov H.Trio Prasetio Prahasto, S.Sos. Sedangakan dari pihak
Kabupaten Buton yang didampingi Anggota DPRD Kabupaten Buton Hasan
Alif, SE, dan Ketua panitia percepatan Pembentukan Kabupaten Buton
Selatan La ode Tarmin  mendatangi komisi II DPR-RI yang tergabung dalam
Pokja otonomi daerah untuk menggunakan hak inisiatifnya, guna
mempercepat Pembentukan Kabupaten Buton Selatan.70
Selain itu juga Bupati membentuk tim banyangan yang bekerja secara
khusus melakukan lobi-lobi politik melalu jalur Partai, kepada anggota DPR-
RI dari Partai yang sama dengan para penggiat Pembentukan Buton Selatan.
Panitia Pembentukan Kabupaten Buton Selatan juga tak ingin ketinggalan
memainkan perananya, La Ode Tarmin seorang tokoh yang memiliki track
record sangat matang yang selama di DPRD kabupaten Buton. wawancara
dengan La ode Tarmin (ketua panitia pembentukan Kabupaten Buton
Selatan);
Kami membentuk tim banyangan bertujuan untuk mendekati fraksi-
fraksi, ini sangat penting sekalipun ini bersifat non formal, karena tim
ini diadakan untuk membangun komunikasi dan hubungan emosional
dengan DPR dan Fraksi-fraksi yang ada dikomisi II. Tentu saja saya
kira setiap daerah melakukan hal yang sama sebagai bentuk
kompesasi politik.71
70 Ibid. La ode La ode Tarmin.
71 Ibid. hasil wawncara La Ode La ode Tarmin
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Berkat lobi-lobi politik yang intensif dalam setiap pertemuan non formal
yang dilakukan semua pihak, dan hasilnya adalah lompatan pembahasan
yang signifikan, terbentuknya RUU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan
yang mudah diterima oleh DPR-RI. Menurut Gaetano Mosca (1858-1941), elit
berkuasa adalah elit yang mampu dan memiliki kecakapan untuk memimpin
dan menjalankan kontrol politik. Dalam proses komunikasi (interaksi politik),
elit berkuasa merupakan komunikator utama yang mengelola dan
mengendalikan sumber-sumber komunikasi, sekaligus mengatur lalu lintas
transformasi pesan-pesan komunikasi yang mengalir secara vertikal maupun
horizontal.72
Dengan demikian Badan Legislatif DPR-RI pertama kalinya membuat
surat rekomendasi atas pembulatan dan pemantapan kansepsi RUU tentang
Buton Selatan, yang secara bersamaan dengan usulan daerah pemekaran
baru lain. Bagi para penggiat Pembentukan Kabupaten Buton Selatan, hal
tersebut merupakan bukan masalah yang berarti walaupun sedikit masalah,
namun kelima yang ditentukan baleg tersebut dapat terselesaikan dengan
mudah.
Elite lokal melihat hal ini dikarenakan berkat hubungan komunikas dan
kedekatan emosial yang dibangun tim kecil dengan beberapa Baleg DPR-RI,
72 Rochajat Harun dan Sumarno. 2006. Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar. Bandung.
Penerbit CV Mandar Maju. Hal. 21
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yang turut serta dalam membantu melengkapi kekurangan-kekurangan
tersebut, Akhirnya RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan
dapat di habas kembali oleh komisi II DPR-RI.
Kabupaten Buton Selatan akhirnya resmi ditetapkan menjadi Daerah
Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Sulawesi Tenggara, hasil pemekaran dari
Kabupaten Buton. Hal ini diputuskan melalui Rapat Paripurna DPR RI pada
tanggal 24 Juni 2014 yang lalu di Gedung DPR/MPR/DPD RI di Jakarta.73
B. BAGAIMANA PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN
Rencana pembentukan wilayah Buton selatan sebagai Kabupaten
sebenarnya berhembus sejak tahun 2003, yakni pada masa LM. Syafei
Kahar sebagai.  Aspek yang berkaitan dengan sejarah baik Kabupaten Buton
Selatan nampaknya menjadi pendorong munculnya ide untuk mekar.
Keberadaan Kerajaan Buton pada masa-masa sebelum kemerdekaan
menjadi faktor yang menentukan.
Kejayaan masa lalu yang dimaksud adalah bahwa kerajaan Batauga
pernah menjadi kawasan transito dagang berbasis kelautan yng membantu
Kerajaan Buton (Pusat pemerintahan) yang otonom tidak tersubordinasi oleh
73 Dikutip http://www.Butonkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=191:kabupaten-
Buton-tengah-dan-Buton-selatan-resmi-ditetapkan-sebagai-dob&catid=1:headline-news pada hari kamis tanggal
16 oktober 2014 pukul 20: 34 Wita
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siapapun. Bagi Komunitas Buton ingatan kolektif ini dapat berfungsi sebagai
perekat sosial sehingga kohesivitas sosial menjadi pendorong pemekaran
wilayah termasuk munculnya Bau-bau sebagai kota otonom yang sekaligus
juga mengukuhkan identitas Buton. Penetapan Bau Bau sebagai Kota
Otonom terealiasi pada 21 Juni 2001 dengan terbitnya UU Nomor 13 Tahun
2001.
Sejarah Historian yang dahulu merupakan sebuah kerajaan kecil
dibawah naugan Kerajaan Buton. Aspek yang berkaitan dengan sejarah
berkaitan dengan Buton selatan nampaknya menjadi pendorong munculnya
ide untuk mekar. Dimana Batauga merupakan sebuah kerajan kecil yang
banyak mendorong Keberadaan Kasultanan Buton pada masa-masa
kejayaannya. 74
Sehingga aspek kesejarahan terkait dengan masih bertahannya
ingatan/kesadaran kolektif masyarakat dan tokoh adat di wilayah selatan
pesisir Buton. Modal sosial dalam bentuk ingatan kolektif atau kesadaran
74 Sejak tahun 1335 berdiri kerajaan buton yang, saat kejayaannya kerajaan buton dibantu oleh
beberapa kerajaan kecil meliputi: tobe-tobe, Batauga, Kamaru, muna. Pada tahun1538 di wilayah
Buton berdiri Kesultanan Buton. Kesultanan ini meliputi pulau-pulau utama Buton, Muna dan Kabaena,
Kepulauan Tukang Besi serta dua daerah di bagian tenggara pulau Sulawesi (Rumbia dan Poleang).
Pada tahun 1960 kesultanan yang berusia lebih dari empat abad itu dibubarkan. Setahun sebelumnya
di wilayah Kesultanan Buton, berdasarkan UU 29 Thn 1959, dibentuk dua kabupaten, yaitu Kabupaten
Muna dan Kabupaten Buton. Kabupaten Muna terletak di utara Muna dan Buton, dan Kabupaten Buton
meliputi bagan-bagian lain dari bekas wilayah kesultanan. Jejak peninggalan Kesultanan Buton hingga
kini masih tersisa baik yang berupa tempat dan bangunan keraton, benteng maupun kultur yang pernah
berkembang pada masa kesultanan, yang menjadi ingatan kolektif masyarakat Buton (terutama yang
tinggal di Pulau Buton) mengenai kejayaan kesultanan. Ingatan kolektif tentang kejayaan Kesultanan
Buton ini pada gilirannya memberi warna dalam proses pemekaran di Kabupayen Buton. Meskipun
derajad pengaruhnya berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya.
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kolektif tentang sejarah masa lalu yang terekam dalam benak masyarakat
dan tokoh adat masyarakat di Buton selatan dan wilayah yang akan
dimekarkan, menginspirasi bahwa dengan ingatan kolektif ini masa lalu dapat
diraih kembali dengan memanfaatkan momentum pemekaran daerah untuk
kemudian membentuk sebuah wilayah teritori Provinsi Buton Raya. Tokoh
Adat (Batauga) Ongen mengungkapkan bahwa;
Secara sejarah dulu itu Busel adalah kerajaan yang dikenal dengan
kerajaan Batauga yang berfungsi sebagai wilayah adminitratif
Kerajaan Buton. Busel sebagai Bakorwil Karisedenan Yang meliputi
batu atas, siompu, Sampolawa. Makanya kami sangat kecewa saat
Ibukota kabupaten harus dipindahkan kepasarwajo. Faktor sejarah kita
dari kerajaan itu yang harus ditagih kembali secara sejarah.”75
Berangkat dari faktor sejarah yang di emban oleh masyarakat
bermuara pada gerakan masyarakat untuk menuntut penempatan  Ibukota
Kabupaten Buton yang  berada di Pasarwajo bukan di Batauga (Laompo).
Masyarakat menilai pemerintah telah melanggar kesepakatan awal yang
telah diputuskan oleh DPRD Kabupaten Buton sehingga berujung pada aksi-
aksi kolektif masyarakat untuk mengalang dukungan namun damai dengan
menggerakkan sebagian besar Organisasi kemasyarakatan terutama di
daerah Batauga dan Sampolawa (Buton Selatan Pesisir). Wawancara
dengan Hamsa (Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat Kec. Batauga
75 Hasil wawancara dengan Ongen 20 Agustus 2014. Kelurahan La Ompo kec. Batauga.
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pada tanggal 22 agustus 2014 dirumah pribadinya jl poros kelurahan La
ompo):
Yang pertama menggagas kan oleh Basra Busel. Waktu itu Ketuanya
La Ode Basir. Opini tokoh masyarakat sendiri mayoritas setuju, karena
tuntan tidak terwadahi saat pemindahan Ibukota dari Bau-Bau ke
Laompo yang telah diputuskan pemerintah. Maka kami mengambil
sikap tegas untuk bagaimana cara wilayah Buton selatan juga bisa
berdiri sendiri sebagai daerah baru.
Perjuangan untuk menuntut Ibukota Ibu Kota Kabupaten ini diawali
dengan adanya penyampaian aspirasi, tuntutan, dan gerakan masyarakat
Batauga yang muncul pada tahun 2003. Sejumlah Organisasi
kemasyarakatan ikut terlibat di dalam proses penyampaian aspirasinya.
Tuntutan ini didasarkan pada SK DPRD Kabupaten Buton tentang Ibukota
Kabupaten Butondi Laompo (Kec. Batauga) pada Tanggal 14 Agustus 1999
yang menetapkan Daerah Tingkat II Kabupaten Buton berkedudukan di
Batauga”. Seperti diungkapkan La Ode Basir (Koordinator  Badan Silaturahmi
Buton Selatan tanggal  20 agustus 2014 di Batauga).
Tuntutan kami berawal  dari penempatan Ibukota Kabupaten Buton,
saya selaku masyarakat ingin menuntut ketidakadilan ini, apa yang
melandasi kenapa harus Keputusan DPRD di Batauga (Laompo)
mengapa harus dipindahkan di pasawarjo. Kami tidak terima dengan
itu.
Nampak sejumlah usaha untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi
masyarakat Batauga mengenai Ibukota Kabupaten Buton ditujukan kepada
DPRD dan Pemkab. Kabupaten Buton. Namun pemerintah Kabupaten Buton
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tidak merespond positif sehingga masyarakat sezajirah pesisir berbalik
menuntuk Pembentukan DOB memisahkan diri dari wilayah induk Buton.
Sebagaimana di ungkapkan Abdul Rajab Namun nyatanya tidak ada
jawabannya dari Pemkab Buton maka tuntutan kami beruba, kami ingin
menjadi DOB sendiri, lapas dari Kabupaten Buton.
Beberapa alasan yang menjadikan tokoh masyarakat lebih dengan
wacana Kabupaten Buton Selatan yakni masalah ketimpangan
pembangunan daerah yang dirasakan masyarakat pesisir Buton. Faktor tidak
meratanya pembangunan sangat dirasakan oleh wilayah-wilayah yang bukan
merupakan pusat kegiatan atau pusat pemerintahan (Ibukota).
Ketidakmerataan pembangunan bisa terjadi karena pihak elite birokrasi
pemerintahan, legislatif, dan pelaku pembangunan yang kebanyakan tinggal
di pusat pemerintahan, sering tidak memprioritaskan daerah pinggiran dan
perbatasan untuk memperoleh jatah pembangunan yang adil. Pembangunan
ekonomi Busel dalam ini tidak bisa ditawar dengan apapun. Wawancara
dengan La Ode Basir mengemukakan;
Opini Internal tokoh masyarakat terhadap rencana kabupaten itu bagus
karena akan terkontrol dengan sendiirinya. Busel itu terkenal karena
ekonomi yang tersendiri terutama hasil ikan dan aspal. Busel Tidak
ditangani oleh orang yang tidak mengenal Busel Sehingga.Ya kembali
lagi kita pantas untuk menjadi kabupaten.76
76 Wawancara Dengan La Ode Basir (Koordinator  Badan Silaturahmi Buton Selatan) Tanggal  20 Agustus 2014 Di
Batauga
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Tokoh masyarakat menganggap bahwa dengan dijadikannya Busel
menjadi kabupaten, muncul kefokusan yang penuh dari pemerintah
kabupaten untuk mengembangkan perekonomian Busel. Selanjutnya
Koordinator Barsa Busel La Ode Basir mengungkapkan;
Ya tujuannya Pembentukan DOB Busel untuk memaksimalkan
pelanyanan pemerintah, Busel banyak potensi alamnya, tapi
masyarakat banyak yang miskin, pemerintah kabupaten terlalu sibuk
urus pembangunan di pusat kabupaten saja. Kami tidak
diperhatikan.77
Kabupaten Buton, bagi daerah-daerah pinggiran yang mayoritas
penduduknya mempunyai perbedaan yang mencolok dengan mayoritas
penduduk di wilayah Kabupaten Induk, selalu merasa bahwa aspirasi mereka
tidak terwadahi karena wakil-wakil yang duduk di pemerintahan diangap tidak
merepresentasikan aspirasi kelompok mereka. hal serupa dirasakan oleh
masyarakat Buton selatan ketidakakomdasikanya kepentingan dan
representasi politik mereka menyebabkan mereka berusaha untuk
memekarkan diri demi untuk menunjukkan eksistensi dan politik identitas
mereka. Soal pentingnya pemekaran Busel, Tokoh adat Ongen tegas
menyatakan:
Sejak awal kami masyarakat jarang mendapatkan jata bantuan, selalu
dimarjinalkan contoh pernah masyarakat disini mengajukan proposal
disediakan perahu nelayan untuk membantu kabutuhan masyarakat
karena moyoritas pelaut namun selalu proposal pengajuan tidak
77 Hasil Wawancaran La Ode Basir
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diperhatikan. Banyak potensi alam Busel yang tidak dikelolah dengan
baik. ini persoalan  kedaulatan jika busel menjadi tuan dirumah kita
sendiri dengan mengatur diri sendiri. Pendapatan juga akan besar
dengan penambahan dana DAU sehingga sejajar dengan Kabupaten
Buton. 78
Pemerintah kabupaten memiliki peran terhadap pembangunan Buton
Selatan keinginan masyarakat untuk berdiri sendiri karena wilayah Buton
selatan memiliki potensi alam acapkali menjadi sumber utama pendapatan
asli daerah Buton.  Bagi Masyarakat dan para tokoh adat memandang Busel
cukup Mandiri untuk bisa mensejahterakan masyarakat dengan cara orang
Busel sendiri.79
Berangkat dari persoalan pembangunan daerah tokoh masyarakat dan
tokoh adat Kabupaten Buton selatan menggagas ide untuk melakukan
gerakan aspirasi pembentukan Buton selatan agar bupati segera
menandatangi draf persetujuan pembentukan Kabupaten Buton selatan,
Sehingga pada tanggal 20 maret 2006, Bupati menandatangi draf
persetujuan Pembentukan Kabupaten Buton. Seperti yang diungkapkan La
Hijira (Panitia percepatan Kabupaten Buton Selatan);
Saat itu bupati Buton langsung menyetujui aspirasi masyarakat dan
segera membentukan panitia pemekaran Kabupaten Buton selatan.80
78 Ibid. wawancara Ongen.
79 Ibid. wawancara Hamza
80 La hijira tokoh dan panitia pemekaran Buton selatan
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Sehingga berangkat dari itu dipercepatlah proses wacana
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan untuk dibahas ditingkat Kabupaten
Buton. Sesuai dengan tuntun semua pihak akhirnya pemerintah Kabupaten
Buton merespon tuntutan tersebut. Sehingga pada tahun 2007 dalam Rapat
badan legislatif daerah Kabupaten Buton dibahaslah proses tuntutan dan
aspirasi masyarakat Buton Selatan. sejumlah Keputusan akhirnya DPRD
mengabulkan permohonan masyarakat tersebut sehingga Pemda Kabupaten
Buton membentuk Tim Peneliti Kemampuan Wilayah yang dengan SK DPRD
No. 326 tahun 2007 tanggal 14 Oktober 2007 yang kemudian melaksanakan
tugas dengan merumuskan pokok pokok pikiran tentang Pemekaran wilayah.
Pada Tingkat Provinsi peran masyarakat tidak kalah penting. Sebelum
menyerahkan berkas proposal pembentukan Kabupaten Buton Selatan
kepada pemprov sultra Badan Silaturahmi Tokoh Masyarakat Buton Selatan
yang di Koordinatori La Ode Basir melakukan pengembangan jejaring terlebih
dahulu dengan elite-elite pada tingkat provinsi bersama La Ode Tarmin tim
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan. Sehingga tuntun pembahasan
Buton Selatan cepat mendapat respon dari pemerintah sultra.81
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan pada tingkat I terbilang cukup
kondusif karena Pembentukan Busel mendapat dukungan dari para elite
ditingkat I (pemprov Sultra). Hal dibuktikan dengan Pemprov Sultra
81 Ibid. La Ode La ode Tarmin
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mengeluarkan Surat Nomor 135/0728/Pem.C. tanggal 15 januari 2008,
meminta agar Bupati Buton dan DPRD Buton segera mengambil langkah-
langkah konkrit untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan meminta agar
panitia daerah otonom segera melengkapi seluruh berkas Pembentukan DOB
Kabupaten Buton Selatan.
Sehingga Kenyataan ini menyebabkan proses pembentukan
Kabupaten Buton Selatan sebenarnya merupakan proses yang memperoleh
dukungan baik dari bawah dan telah melalui suatu proses seleksi yang
sangat panjang. Dengan demikian maka keberadaan Daerah Otonomi Baru
Kabupaten Buton Selatan diaras lokal sebenarnya merupakan daerah yang
memang secara teknis dan ideologi telah lebih dulu dipersiapkan oleh elite
lokal apalagi memang juga cocok dengan ide dan perjuangan pemekaran
dari elite dan rakyat Buton Selatan yang memang sudah ada sebelum ide
dan usaha dari elite tersebut terjadi.
Proses kerjasama elite pejuang pemekaran ini muncul pula mobilisasi
massa dari sejumlah kelompok pendukung pemekaran. Seperti beberapa
perwakilan organisasi-organisasi masyarakat seperti, Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI), Gerakan Masyarakat Buton (Germas Buton), Gerakan
Mahasiswa Buton Selatan (GEMA BUSEL), Tokoh adat dan Tokoh
Masyarakat, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM).
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Pada tingkat pusat delegasi tokoh masyarakat La ode Basir dan La Ode
Tarmin Panitia tergambung dalam forum Kaukus pemekaran daerah
Kabupaten – Kota seluruh Indonesia yang di sebut wadah Forum Perjuangan
Pemekaran Kabupaten – Kota (FPPKK) bertempat di Gedung Sarinah
Jakarta. Dalam forum tersebut delegasi Panitia Kabupaten Buton Selatan
diwakili oleh La ode Tarmin dan La hijira mendesak pemerintah supaya
proses pemekaran daerah Kabupaten Buton selatan segera melakukan
pembahasan RUU Kabupaten Selatan.82
Perjuangan masyarakat tersebut bisa berhasil saat Presiden Susilo
Bambang Yudoyono (SBY) melalui jalur formal dan informal. Artinya, jalur
formal tetap ditempuh melalui hubungan dengan pihak Departemen Dalam
Negeri serta Sekretariat Negara, sedangkan jalur informal ditempuh dengan
pendekatan kepada beberapa fraksi di DPR RI dan tentunya kepada
Presiden SBY. Upaya tersebut terkait dengan gagasan hadirnya RUU
tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan.
Pada akhirnya RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan
diajukan oleh DPR RI sebagai usul insiatif yang didukung oleh fraksi-fraksi
seperti Partai Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi
PPP, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Hanura, Fraksi PKB dan Fraksi
PKS .83 Proses selanjutnya dilakukan pembahasan oleh DPR dan pada
82 Hasil Wawancara La Ode La ode Tarmin (penitia pembentukan Kabupaten Buton selatan)
83 Ibid. La Ode La ode Tarmin.
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tanggal 25 mei 2012 RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton selatan
diserahkan kepada komisi II DPR RI untuk memproses pembicaraan tingkat
I.84
Pada pembahasan lanjutan Rancangan Undang-Undang Kabupaten
Buton selatan dalam Rapat panja Komisi II DPR RI tanggal 12 febuari 2014
Persoalan internal di kalangan masyarakat Kabupaten Buton Selatan pun
muncul dengan adanya berbagai perbedaan pandangan terkait pembentukan
hingga penentuan Ibukota Kabupaten Buton. Proses awal bahkan melibatkan
berbagai kelompok masyarakat Buton selatan yang tidak saja tinggal di
didaerah tetapi juga melibatkan tokoh Sultra di tingkat nasional seperti La ode
Ida (wakil ketua DPD RI) dan elite tingkat provinsi Nur Alam, SE (Gubernur
Sulawesi Tenggara) ikut mengomentari atas RUU Kabupaten Buton selatan
mengalami morathorium (penundaan).85
Penetapan Kecamatan Batauga sebagai Ibukota Kabupaten Buton
Selatan miliki kaitan dengan muncul masalah khususnya antara masyarakat
kecamatan Sampolwa dan masyarakat kecamatan Batauga. Terjadi tarik
menarik antara Kec. Sampolawa dan Kec Batauga keduanya memiliki alasan
kuat untuk bisa menjadi Ibukota.86
84 Lihat Laporan Komisi II DPR RI 11 Juni tahun 2013.
85 Ibid. Wawancara La Ode La ode Tarmin.
86 Jika Kecamatan Sampolawa alasanya berada di sentral dari semua kecamatan cakupan
wilayah Buton Selatan. Disebutkan, pengembangan sarana pelabuhan laut sebagai
infrastruktur perhubungan yang memegang peranan kunci perekonomian rakyat terhadap
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Adanya tuntutan Ibukota atau tuntutan pembentukan Kabupaten Buton
selatan tersendiri secara tidak langsung menghambat jalanya pembahasan
RUU pada tingkat pusat yang bertolak belakang dengan cita-cita para panitia
untuk mempercepat pembentukan Kabupaten Buton selatan, maka hal
tersebut memiliki dampak sosio kultural bagi masyarakat Buton selatan.87
Menyikapi kondisi tersebut La Ode Tarmin selaku Tim Pembentukan
Kabupaten Buton Selatan menginsruksikan kepada Pemerintah Daerah
Buton dan DPRD kabupaten agar turun tangan untuk menyelesaikan
persoalah Ibukota Kabupaten Buton Selatan. Di samping itu, meminta para
Camat, BPD dan LPM agar persoalah Ibukota dilakukan melalui musyawara
mufakat di antara tokoh-tokoh masyarakat sekawasan Buton selatan.
Sementara sebagian para panitia stand by diJakarta melakukan komunikasi
dengan para anggota DPR RI dan DPD RI yang dibantu oleh La Ode Ida.88
Pada hari Sabtu 3 April 2014 di Gedung Pancasila Bau-Bau, Samsu
Umar Abdul Samiun, SH (Bupati Buton) mengadakan melakukan pertemuan
dihadiri oleh Wakil Bupati Buton, Ketua DPRD Kab. Buton, unsur Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah, para Kepala SKPD, Pejabat Eselon III dan IV,
daerah tersebut, sangat potensial dibangun di Kecamatan Sampolawa dibanding dengan
kecamatan lainnya. Sementara kajian akadamisi telah menetapkan Kecamatan Batauga
layak menjadi pusat ibukota Kabupaten Buton selatan dan telah diputuskan oleh LM Syafei
Kahar (Mantan Bupati Buton) melalui Keputusan Bupati Buton No. 155 tahun 2008 tanggal
18 maret tentang persetujuan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Buton Selatan yakni
kecamatan Batauga.
87 Konflik permaslahan ibukota Kabupaten Buton selatan ditenggarai oleh para kepala desa sampowa,
kepada desa lapandewa, bersama sebagian tokoh masyarakat melakukan aksi provokasi masyarakat.
88 Ibid.
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Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua LPM, BPD dan tokoh-tokoh masyarakat
se-Kabupaten Buton.89
Hasil musyawarah bersama para Tokoh masyarakat Ibukota
Kabupaten Buton Selatan telah disepakati bersama dan diperkuat melalui
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buton yang digelar 3 April lalu yang
menyatakan Ibukota Kabupaten Buton Selatan di Kec. Batauga, tepatnya di
Kelurahan Masiri dengan luas area 300 ha yang berasal dari tanah hibah.
Seperti yang diungkapkan oleh Sekda Kabupaten Buton Kaharuddin Syukur;
Soal Ibukota Kabupaten Buton selatan bupati Buton telah
mengeluarkan SK No. 135/2197 tanggal 6 mei 2014 atas usulan
penempatan Ibukota Kabupaten Buton Selatan dan di bahas dalam
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buton dan telah mengeluarkan
surat keputusan No. 17/DPRD/2014 Tanggal 9 mei 2014 tentang
persetujuan penetapan Ibukota Kabupaten Buton selatan di Batauga.
Jadi semua sudah clear.90
Untuk menindaklanjuti percepatan pembentukan Kabupaten Buton
Selatan Perwakilan mereka ikut ke Jakarta dalam pertemuan dengan Tim
Konsultan Independen di Hotel Mercury Jakarta. Dalam mengusahakan
dana, mereka juga berusaha menghimpun dana dari swadaya masyarakat
dan para tokoh adat dikawasan Buton Selatan di samping menghadiri rapat
pada Hari selasa, 1 juli 2014 Komisi II DPR RI menjadwalkan pembahasan
89 Ibid.
90 Ibid. kaharuddin syukur
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Rancangan Undang-Undang Kabupaten Buton selatan meskipun harus di
pindahkan jadwal pembahasanya pada tanggal 24 juli 2014.
Melihat kondisi tersebut Persiapan Kabupaten Buton selatan semakin
dimatangkan La Ode tarmin dan La Ode Basir mengumpulkan massa yang
terdiri para delegasi tokoh masyarakat sekawasan Buton selatan, untuk
bersama-sama naik melakukan aksi massa digedung DPR RI pusat jakarta
sebagai sikap dukungan mereka terhadap terhadap pemekaran Kabupaten
Buton selatan.91 Hal tampak ketika rapat di balkon Persidangan IV Rapat
Paripurna ke - 29 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa
persidangan IV tahun sidang 2013 – 2014 yang digelar di gedung
DPR/MPR/DPD RI di Jakarta.
Ratusan masyarakat dan perwakilan para tokoh masyarakat sudah
ditunggu oleh orang-orang daerah untuk mendengar keputusan diloloskannya
atau tidak usulan pemekaran yang diajukan. Perjuangan yang tidak dilakukan
dengan kekerasan tersebut akhirnya berhasil disetujui oleh Pemerintah Pusat
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tanggal 23
juli, yang menetapkan Kabupaten Buton Selatan sebagai daerah otonom
baru (Tertuang Lembar Republik Indonesia No. 173 Tahun 2014).
91 Ibid. wawancara La Ode La ode Tarmin
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BAB VI
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan baik yang berupa
observasi atau hasil wawancara terhadap sejumlah informan sesuai dengan
permasalah yang diteliti maka pada bagian ini dirumuskan kesimpulan hasil
penelitian mengenai: Analisis Pembentukan Kabupaten Buton Selatan (studi
tentang Rancangan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Buton
Selatan) adalah sebagai berikut:
1. Peran elite lokal Pembentukan daerah otonom Kabupaten Buton
Selatan mengesankan pembangunan dan komunikasi pada elite pusat
dengan proses penyiapan teknokratis/administrasi atas sejumlah
kekurangan persyaratan morathorium Rancangan Undang-Undang
(RUU). Kebijakan pemekaran daerah berdasar PP No. 78 Tahun 2007
justru lebih menekankan pada proses-proses ruang politik. Meskipun
nampak ada sejumlah permasalahan mendasar yang dapat
menyebabkan terjadinya pembentukan Kabupaten Buton Selatan
namun demikian semua elite tersebut tidak akan mencapai hasil
seperti sekarang kalau tidak ada campur tangan elite lokal, regional,
dan pusat. Semua permasalahan tersebut merupakan kombinasi elite
yang sangat kuat yang oleh elite lokal, regional, dan pusat.
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2. Pada tingkat masyarakat perjuangan pembentukan Kabupaten Buton
Selatan didasarkan pada kesadaran kolektif berbasis teritori-etnik dari
tokoh masyarakat (civil society) memaksa mereka untuk bekerjasama
dengan pejabat negara demi memperjuangan kejayaan masa lalu
sebagai wilayah bekas kerajaan sebagai wilayah administrasi
Kerajaan Buton. Landasan ide tersebut kemudian dijadikan upaya
konsolidasi dengan para elite di aras lokal. Dimana peran masyarakat
yakni mobilisasi massa sebagai bagian dari wujud aspirasi masyarakat
dalam upaya mengontrol keputusan penetapan Pembentukan
kabupaten Buton selatan di ruang Rapat Badan Legislasi Nasional
(Baleg) DPR RI pemerintah pusat.
Sehingga berdasarkan kenyataan adanya pembentukan Kabupaten
Buton Selatan seperti terurai di muka menyebabkan munculnya sejumlah
elite-elite yang memperjuangkan pemekaran. Para elite kemudian tergabung
bersama para tokoh masyarakat juga berfungsi sebagai akselerator
pemekaran. Proses yang dilakukan oleh para elite untuk memperjuangkan
pemekaran adalah melakukan pengembangan jejaring dengan elite-elite
negara (birokrasi) nasional.
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B. SARAN
Pembentukan Daerah otonomi baru (DOB) memang selalu menjadi
bagian yang menarik dalam sistem perpolitikan nasional kita. Seringkali
warna lahirnya kebijakan memecahkan wilayah kabupate/kota maupun
provinsi mengandung makna yang terselubung bagi posisi elite yang
memegang peranan kunci di aras lokal. sehingga  yang menjadi saran
penulis dari hasil penelitian yang dilakukan yakni :
1. Pemerintah sebaiknya segera membuat aturan kebijakan yang bersifat
spesifik menyangkut institusi mengenai perencanaan kelembagaan
pembentukan daerah otonomi baru. Pembentukan daerah otonomi
baru memang murni kemerdekaan masyarakat di daerah bukan
kedaulatan kelompok elite.
2. Fenomena pembentukan daerah otonomi nampaknya akan terus
berlanjut. Terkadang dampak pembentukan daerah otonom bukan
hanya membebani anggaran negara tetapi juga berdampak pada
kabupaten induk yang kehilangan sebagian lahan pendapatan akibat
pemekaran daerahnya.
3. Pembentukan kabupaten Buton sebagai contohnya, Pemekaran dua
daerah, Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Buton Tengah telah
melahirkan catatan penting bagi pemerintah setempat. Dampak dari
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pemekaran tersebut kabupaten Buton induk harus membiaya Rp.
5.000.000.000.- (Lima milyar), jika dua kabupaten maka bebas
bertambah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar).
4. Sekalipun secara administrasi pembentukan kabupaten telah
disepakati oleh pemerintah setempat namun secara politik pro/kontra
tetap saja lahir dalam kalangan elite. Sehingga penting sekali
mengetahui dampak pemekaran harus menguntumkan kedua bela
pihak baik kabupaten induk maupun kabupaten yang akan dibentuk
(DOB). Karena pembentukan daerah otonom baru bertujuan untuk
meningkatkan pelanyanan dan mengurangi kesenjangan social
kepada masyarakat.
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